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Kata Pengantar
Salam Transparansi,
Anggaran adalah sebuah instrumen strategis untuk melakukan penilaian terhadap kualitas dari suatu 
komitmen kebijakan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kebijakan anggaran 
juga meliputi seluruh sektor, urusan dan fungsi.
Kegiatan industri berbasis hutan dan lahan memiliki kontribusi rata-rata sebesar 27 persen terhadap 
penerimaan Negara selama empat tahun terakhir (2009-2012) melalui skema Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP). Hal ini menunjukkan adanya aktifitas eksploitasi lahan dan hutan dengan intensitas cukup 
tinggi sehingga berpotensi terhadap timbulnya resiko kerusakan ekologi, kerugian ekonomi dan kesenjangan 
sosial.
Keadilan redistribusi pada kebijakan belanja negara terhadap sektor tersebut menjadi titik pijak bagi Seknas 
FITRA untuk melakukan kajian dan analisis anggaran khususnya pada sektor hutan dan lahan. Adapun 
sektor kehutanan, pertambangan dan perkebunan dalam studi ini diletakkan sebagai objek utama kajian 
karena tiga sektor ini yang memiliki keterkaitan yang sangat besar terhadap isu tata kelola hutan dan lahan.
Selain itu komitmen kebijakan pemerintah pusat yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan 
pemerintah akan ditelaah secara mendalam yaitu terkait indikator kinerjanya yang kemudian dibandingkan 
dengan data realisasinya sebagaimana terdapat dalam angka-angka statistik. 
Program SETAPAK, yang didanai United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU), bertujuan untuk 
meningkatkan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia, dalam rangka mendukung penurunan emisi gas 
rumah kaca di Indonesia. Untuk itu, Program SETAPAK mendukung upaya LSM-LSM di Indonesia yang 
dapat berperan dalam tata kelola hutan dan lahan, termasuk dalam memperdebatkan kebijakan pemerintah 
agar lebih efektif dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Studi ini merupakan bagian dari 
upaya itu, sebagai instrument pengawasan yang dikembangkan oleh masyarakat sipil untuk mengkaji dan 
mengevaluasi proses pengelolaan hutan dan lahan dalam perspektif anggaran.
Atas tersusunnya laporan ini kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 
UKCCU atas dukungannya terhadap program SETAPAK dan studi ini khususnya. Tak lupa kepada para 
peneliti di nasional dan daerah atas kerja kerasnya untuk mendapatkan data dan menganalisisnya. Semoga 
studi ini bermanfaat untuk perbaikan pengelolaan hutan dan lahan yang lebih baik. 
Jakarta, Desember 2013
Yenny Sucipto 
Sekretaris Jendral
Seknas FITRA
Blair Palmer
Direktur Program Tata Kelola Lingkungan 
The Asia Foundation 
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BAGIAN I
Pengantar: Kajian Anggaran Sebagai Instrumen Evaluasi  
Kebijakan Nasional Dalam Pengelolaan Hutan Dan Lahan  
Di Indonesia
1.1 PENGANTAR 
Berbagai kajian yang mengkaitkan pengelolaan 
hutan dan lahan di Indonesia dengan kebijakan 
anggaran menegaskan adanya sistem yang perlu 
dievaluasi untuk memperbaiki tata kelola hutan 
dan lahan lebih baik. Perbaikan pengelolaan 
keuangan dalam sektor hutan dan lahan menjadi 
penting dilakukan untuk menghindari: pertama, 
kehilangan penerimaan negara akibat kesalahan 
teknis, praktek politis maupun koruptif; Kedua, 
laju deforestasi dan degradasi yang meningkat 
karena insentif yang ada tidak bisa mengurangi 
masalah dan ketiga, tata kelola yang semakin buruk 
akibat pengawasan dan penegakan hukum dalam 
pelanggaran pengelolaan keuangan yang buruk 
khususnya terkait sektor hutan dan lahan. Kajian-
kajian tersebut mengisyarakatkan pentingnya 
kajian lebih lanjut untuk menghasilkan skema 
kebijakan yang lebih memperhatikan keseimbangan 
equilibrium dalam pembangunan ekonomi 
Indonesia.1
Kajian anggaran dan pengelolaan hutan dan lahan 
masih sering dikaitkan dengan isu korupsi yang 
diakibatkan prilaku rente ekonomi dan skema 
pendanaan untuk perubahan iklim2. Korupsi 
dalam pengelolaan hutan dan lahan memang 
menjadi isu yang cukup menonjol akhir-akhir 
ini. Tertangkapnya salah satu Bupati di Indonesia 
akibat dugaan korupsi alih lahan menjadi bukti 
akan banyaknya kasus korupsi terkait pengelolaan 
hutan dan lahan. Data Kementerian Kehutanan 
pada Agustus 2011 lalu menyebutkan potensi 
kerugian negara akibat izin pelepasan kawasan 
hutan di 7 Provinsi di Indonesia diprediksi 
merugikan negara hampir Rp273 triliun. Kerugian 
negara tersebut timbul akibat pembukaan 727 Unit 
Perkebunan dan 1722 unit pertambangan yang 
dinilai bermasalah.3 Sementara Riset Indonesia 
Corruption Watch (ICW) sendiri menunjukkan, 
potensi kerugian negara dari sektor non pajak 
kawasan hutan selama kurun waktu 2004-2007 
mencapai Rp169,797 triliun. Nilai itu didapat 
dari perhitungan selisih antara potensi penerimaan 
negara dari Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber 
Daya Hutan (PSDH) dikurangi pendapatan negara 
yang diterima.4 Sementara itu, kajian anggaran 
yang terkait dengan skema pendanaan perubahan 
iklim marak seiring dengan komitmen pemerintah 
Indonesia untuk menurunkan emisi karbon dan 
diimplementasikannya REDD+ di Indonesia.  
Studi ini dilakukan dalam upaya untuk 
menambah daftar kajian yang mengkaitkan 
pengelolaan hutan dan lahan dengan kebijakan 
anggaran. Hanya saja, kajian ini tidak menjadikan 
isu korupsi sebagai kajian utamanya termasuk 
pula tentang pendanaan perubahan iklim. Studi 
ini cenderung melihat sejauhmana kebijakan 
anggaran yang ada dialokasikan untuk pengelolaan 
hutan dan lahan sebagaimana dirumuskan dalam 
kebijakan perencanaan yang ada. Oleh karenanya, 
kajian terhadap belanja untuk pengelolaan hutan 
dan lahan dan penerimaan dari sektor hutan dan 
lahan banyak dilihat dalam studi ini. 
1  Lihat World Bank (2009), Investing in a More Sustainable Indonesia, Jakarta; Barr,C., Darmawan,A., Purnomo,H., Komarudin,H., 2009, 
Tata Kelola Keuangan dan Dana Reboisasi selama Periode Soeharto dan Pasca Soeharto 1989 – 2009 : CIFOR, Bogor., S. Mumbunan dan R. 
Wahyudi .2012, Transparansi Penerimaan Industri Ekstraktif Sektor Kehutanan di Indonesia, Article 33, Jakarta.
2 Ibid.
3 ICW (2012), Setengah Hati Berantas Kejahatan Kehutanan hal. 12. 
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Perspektif yang dikembangkan dalam studi ini 
adalah dengan melihat sejauh mana kebijakan 
perencanaan dan penganggaran di tingkat 
nasional memberikan kontribusi yang bermanfaat 
pada pengelolaan hutan dan lahan yang lebih 
baik. Oleh karenanya,  dengan tujuan menganalisis 
kebijakan perencanaan dan penganggaran di tingkat 
nasional dalam pengelolaan hutan dan lahan di 
Indonesia, studi secara khusus akan melihat dua 
hal: pertama, menelaah kebijakan prioritas atau 
perencanaan pemerintah pusat terkait pengelolaan 
hutan dan lahan serta perkembangan capaian yang 
ada; kedua, melihat orientasi kebijakan anggaran 
nasional dalam upaya penurunan deforestasi dan 
degradasi. Selain akan menelaah potensi dan 
realisasi penerimaan negara dari pengelolaan hutan 
dan lahan studi ini juga melihat orientasi kebijakan 
belanja negara dalam mengakselerasi perbaikan 
pengelolaan hutan dan lahan yang lebih baik. Dalam 
hal ini, dari sisi kebijakan perencanaan dan alokasi 
belanja, pencapaian target kinerja yang diimbangi 
dengan ketersediaan anggaran serta kontrol yang 
ketat dapat memastikan implementasi berjalan 
dengan baik dan akan berkontribusi cukup besar 
terhadap upaya untuk: (i). melakukan rehabilitasi 
dan pencegahan deforestasi; (ii). Pengendalian 
eksploitasi lahan; (iii). Optimalisasi produktivitas 
hasil kebun; dan (iv). Pencegahan pembukaan 
lahan baru untuk perkebunan.
Studi ini merupakan bagian dari instrumen 
pengawasan yang dikembangkan oleh kelompok 
sipil untuk mengkaji dan mengevaluasi proses 
pengelolaan hutan dan lahan di Indonesia 
dalam kerangka kebijakan anggaran. Studi ini 
dikembangkan oleh jaringan masyarakat sipil 
yang telah berpengalaman dalam mengkaji 
kebijakan pengelolaan anggaran diberbagai sektor 
pemerintahan. Seknas FITRA mengkoordinir 
studi ini dengan didukung 10 (sepuluh) jaringan 
kelompok sipil di daerah. Dalam tiga tahun terakhir, 
seknas FITRA intensif melakukan kajian anggaran 
terhadap APBN meskipun sektor atau urusan 
yang dilihat lebih banyak pada sektor pendidikan, 
kesehatan dan infrastruktur. 
Studi ini diharapkan bisa menjadi debat publik 
untuk memperbaiki kebijakan pemerintah 
yang lebih baik. Selain diharapkan bermanfaat 
untuk referensi pendukung bagi penelitian-
penelitian sebelumnya, studi ini juga berharap bisa 
memberikan masukan bagi pemerintah Indonesia 
dan pemangku kepentingan lainnya. Bagi 
pemerintah pusat, studi ini bisa menjadi bagian dari 
evaluasi dan monitoring pemerintah atas pencapaian 
kinerja, komitmen kebijakan dan pelaksanaan 
pengelolaan hutan dan lahan. Di samping itu, studi 
ini bisa memberikan masukan dalam pengembangan 
kebijakan fiskal yang lebih baik khususnya yang 
terkait dengan pengelolaan hutan dan lahan. Bagi 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), studi ini tentunya 
bisa dijadikan bahan diskusi kebijakan fiskal 
bersama pemerintah khususnya di sektor hutan dan 
lahan. Sementara itu bagi lembaga think tank dan 
akademisi, studi ini bisa menjadi pelengkap rujukan 
atas kajian sebelumnya maupun sebagai pemancing 
kajian lanjutan. Akhirnya bagi masyarakat sipil, 
hendaknya studi ini menjadi pelengkap data dan 
informasi untuk advokasi perbaikan pengelolaan 
hutan dan lahan di Indonesia. 
2 Analisis Kebijakan Perencanaan dan Anggaran Nasional 
terhadap Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia
Kotak 1.1 Kajian Seknas FITRA terdahulu tentang APBN 
Berikut ini beberapa kajian Seknas FITRA terkait APBN :
Tahun 2009
•	 Vitamin	(A)nggaran:		Kajian	terhadap	Nota	Keuangan	dan	RAPBN	2010	menghasilkan	temuan	kritis	
dan rekomendasi strategis yang dapat digunakan DPR untuk mengkritisi rencana kebijakan anggaran 
pemerintah, khususnya berkaitan dengan isu efisiensi dan efektivitas.
Tahun 2010
•	 Pesona	Anggaran;	Merupakan	kaca	benggala	kebijakan	anggaran	nasional	yang	tercermin	dari	evaluasi	
terhadap implementasi APBN 2010. Kajian ini merupakan hasil analisis tahunan yang selalu dikemas 
dalam Catatan Akhir Tahun.
•	 Kupas	Tuntas	 Perimbangan	 Keuangan	 Pusat	 –	 Daerah,	Menjadi	 kajian	mendalam	 FITRA	 terhadap	
ketidakadilan desentralisasi fiscal selama sepuluh tahun terakhir. Rasio belanja transfer ke daerah tidak 
kunjung bergerak dari besaran 30 persen untuk 524 daerah di Indonesia, yang menunjukkan bahwa 
sesungguhnya uang Negara yang dikelola pemerintah pusat masih sebesar 70 persen setiap tahun.
Tahun 2011
•	 Tahun	Pembajakan	Anggaran	oleh	Elit,	Hasil	kajian	FITRA	terhadap	implementasi	Anggaran	Pendapatan	
dan Belanja Negara (APBN) tahun 2011. Tergerusnya anggaran Negara yang dialokasikan untuk proyek-
proyek boros pemerintah, melonjaknya belanja pegawai, kenaikan signifikan atas belanja perjalanan dinas 
dan menurunnya belanja modal pada fungsi ekonomi, mengisyaratkan kedaulatan rakyat telah dibajak 
oleh kepentingan elit.
Tahun 2012
•	 Rancangan	 APBN	 Alternatif	 2013	 Merupakan	 draft	 RAPBN	 tandingan	 yang	 dirumuskan	 FITRA	
bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk APBN Kesejahteraan atas kajian terhadap Nota Keuangan tahun 
2013 dan realisasi APBN tahun 2012.
•	 RAPBN	2013	Rasa	Pencitraan;	Menkaji	dengan	spesifik	rancangan	kebijakan	anggaran	tahun	2013	yang	
banyak diproyeksikan secara boros dan tidak berorientasi kepada kesejahteraan rakyat.
1.2 KERANGKA PENELITIAN 
Anggaran (baik APBN maupun APBD) 
merupakan instrumen penting bagi pemerintah 
untukmelaksanakan programnya. Cukup tidaknya 
anggaran pemerintah untuk membiayai program-
programnya sangat dipengaruhi oleh bagaimana 
anggaran tersebut dikelola. Anggaran pemerintah 
merupakan refleksi atas keputusan politik antara 
eksekutif dan legislatif terhadap apa yang dilakukan 
pemerintah setiap tahunnya.  Keputusan politik 
ini mempunyai dampak yang luas bukan saja 
bagaimana kualitas hidup masyarakat ditentukan, 
tetapi juga bagaimana pemerintah mengalokasikan 
sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan 
programnya. Oleh karenanya, keputusan politik 
tersebut menggambarkan sejauhmana keberpihakan 
pemerintah terhadap warga dan lingkungannya. 
Kebijakan dalam mengelola anggaran didasarkan 
pada kebijakan perencanaan yang telah dirumuskan 
oleh pemerintah. Kebijakan perencanaan merupakan 
dasar bagi pemerintah untuk menjalankan 
programnya dan mengalokasikan belanjanya. 
Kebijakan perencanaan di tingkat pusat meliputi 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), 
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN), Rencana Strategis Kementerian dan 
Lembaga (Renstra K/L) dan Rencana Kerja 
kementerian dan lembaga (Renja K/L). Selain 
hal tersebut, ada juga kebijakan perencanaan 
yang dikeluarkan secara sektoral yang ditujukan 
untuk pencapaian tujuan pembangunan tertentu. 
Seperti halnya dalam hal penurunan emisi karbon, 
pemerintah mengeluarkan kebijakannya melalui 
penyusunan rencana aksi nasional penurunan Gas 
Rumah Kaca yang dikenal dengan istilah RAN 
GRK. Kebijakan perencanaan tersebut juga terjadi 
di tingkat daerah dengan dokumen yang lingkupnya 
diturunkan sebagaimana kewenangannya. 
Kebijakan anggaran sangat terkait dengan 
pengelolaan hutan dan lahan. Selain pengelolaan 
hutan dan lahan sebagai bagian dari instrumen 
penerimaan negara, ia juga menjadi instrumen 
belanja dan pembiayaan negara. Sebagai instrumen 
penerimaan, pengelolaan hutan dan lahan dilihat 
melalui kebijakan insentif melalui pajak dan royalti 
yang dilakukan pemerintah untuk kegiatan yang 
terkait dengan sektor hutan dan lahan. Hanya 
saja kebijakan insentif melalui pajak dan royalti 
bisa meningkatkan deforestasi dan degradasi dan 
atau sebaliknya akan menurunkan deforestasi dan 
degradasi. Keputusan politik untuk menentukan 
sumber-sumber penerimaan negara merefleksi 
sejauhmana komitmen pemerintah untuk 
meningkatkan atau menurunkan deforestasi dan 
degradasi. 
Dalam hal belanja negara, sejauh mana uang 
yang dimiliki oleh pemerintah dibelanjakan 
untuk program dan kegiatan yang mendukung 
tujuan pembangunan. Secara khusus, memastikan 
bahwa belanja untuk membiayai program dan 
kegiatan yang mendukung penurunan deforestasi 
dan degradasi tersedia secara memadai. Selain itu, 
memastikan bahwa uang yang sudah dialokasikan 
tersebut telah dibelanjakan dengan optimal untuk 
mencapai tujuan penurunan deforestasi dan 
degradasi. 
Pembiayaan mengarah pada sejauhmana uang 
yang dimiliki pemerintah diinvestasikan untuk 
green growth development ataukah non green 
growth development. Dalam hal ini memastikan 
bahwa uang yang ada dapat memberikan dukungan 
terhadap pembangunan yang berkelanjutan serta 
optimalisasi anggaran yang ada untuk menciptakan 
keseimbangan dalam penerimaan dan belanja 
negara. Berikut ini adalah diagram pengaruh 
kebijakan anggaran dalam pengelolaan hutan dan 
lahan yang dipakai sebagai kerangka penelitian ini. 
Kebijakan
Anggaran
Pendapatan
Belanja
Pembiayaan
Membangun insentif lewat pajak 
dan royalti untuk menurunkan 
pengrusakan hutan dan lahan
Memastikan alokasi belanja yang efisien 
mendukung program dan kegiatan yang
harus menjadi prioritas
Memastikan ralisasi dan efektivitas
penggunaan anggaran 
Memastikan investasi ekuitas 
untuk usaha hijau 
Memastikan optimalisasi
anggaran (pengurangan surplus
untuk prog. prioritas)
Diagram1.1 Kerangka Penelitian Kebijakan Anggaran dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan
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1.3 METODOLOGI PENELITIAN
a. Ruang lingkup 
Studi kebijakan anggaran nasional difokuskan pada 
analisis kebijakan perencanaan dan penganggaran 
dalam pengelolaan hutan dan lahan di Indonesia.
Analisis ini melihat sejauh mana kebijakan 
perencanaan diimplementasikan dengan dukungan 
anggaran yang telah ditetapkan. Analisis anggaran 
nasional mencakup analisis penerimaan, belanja 
dan pembiayaan negara dalam kurun waktu 
tertentu dan per tahun, secara umum dan sektoral. 
Analisis sektoral dititik beratkan pada pemilahan 
program dan kegiatan prioritas tiga sektor yakni 
kehutanan, pertambangan dan perkebunan. 
Program yang dipilih adalah program-program dari 
Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian 
Pertanian. 
Kebijakan anggaran yang dikaji dalam studi ini 
sepanjang tahun 2009–2012. Dokumen yang 
dikaji adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Nasional (APBN) tahun 2009–2011 menggunakan 
dokumen realisasi, sementara APBN tahun 2012 
masih menggunakan data APBN murni (bukan 
realisasi) karena pada saat analisis data dilakukan 
data pokok realisasi APBN 2012 belum dikeluarkan. 
b. Teknik Pengumpulan Data 
Data yang dikumpulkan dalam studi ini 
menyangkut data kebijakan perencanaan 
dan data kebijakan anggaran. Data kebijakan 
perencanaan yang dikaji adalah Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 
2010-2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 
tahun 2011 dan 2012, Rencana Strategis (Renstra) 
masing-masing kementerian tahun 2010-2014 dan 
Rencana Kerja masing-masing kementerian 2011 
dan 2012. Sementara data kebijakan anggaran yang 
dikaji adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Nasional (APBN) tahun 2009–2012. APBN tahun 
2009–2011 menggunakan data pokok realisasi APBN 
sementara tahun 2012 masih menggunakan data 
APBN murni (bukan realisasi). Untuk kepentingan 
analisis sektoral, penelitian ini juga menggunakan 
Keputusan Presiden tentang APBN yaitu berupa 
data murni tahun 2011 dan tahun 2012. Data-data 
lainnya seperti data kementerian terkait, hasil pajak 
dan PNBP dan hasil audit BPK tahun 2011 dan 
2012 juga digunakan untuk memperdalam analisis 
data yang ada.
Pengolahan data dilakukan melalui tahapan input 
data, pembersihan, kompilasi, analisis dan intepretasi. 
Input data atas dokumen yang diperoleh dilakukan 
oleh peneliti nasional Seknas FITRA. Seluruh data 
yang dikumpulkan, dikompilasi diverifikasi dengan 
melakukan cross-check terhadap sumber-sumber lainnya, 
untuk selanjutnya dianalisis dan diintepretasikan. 
Tabel 1.1 Jenis Data yang dikumpulkan 
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c. Analisis Data
Analisis terhadap kebijakan perencanaan dilakukan 
dengan melakukan analisis konsistensi dan analisis 
capaian target kinerja. Analisis konsistensi dilakukan 
dengan menelaah antar dokumen perencanaan 
mulai dari level nasional hingga kementerian 
atau lembaga. Sejauh mana perencanaan yang 
dirumuskan secara konsisten satu sama lainnya 
merupakan hal penting yang akan dianalisis. Kedua, 
analisis capaian target kinerja yang dilakukan 
dengan melihat sejauhmana komitmen yang 
dirumuskan telah diimplementasikan baik melalui 
perencanaan yang ada maupun pelaksanaan yang 
maksimal. 
Analisis kebijakan anggaran dilakukan dengan 
menganalisis tren, proporsi dan korelasi. Analisis 
ini telah dipakai oleh Seknas FITRA dalam studi 
kajian anggaran sebelum-sebelumnya. Berikut ini 
adalah skema analisis data yang digunakan.6 
Analisis pengelolaan hutan dan lahan menganalisis 
4 urusan di kementerian atau lembaga. Keempat 
urusan tersebut yakni urusan kehutanan yang 
merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan, 
urusan pertambangan yang merupakan kewenangan 
Kementerian ESDM, urusan lingkungan hidup 
yang merupakan kewenangan Kementerian 
Lingkungan Hidup dan urusan perkebunan yang 
merupakan kewenangan Kementerian Pertanian. 
 
 
•pertumbuhan dan proﬁl penerimaan, belanja dan
pembiayaan negara
•Perkembangan penerimaan dari sektor hutan dan lahan
• Perkembangan belanja urusan pengelolaan hutan dan
lahan
TREN
• Relevansi kebijakan anggaran dengan kebijakan
perencanaan dan persoalan pengelolaan hutan dan lahan
• Arah kebijakan belanja nasional untuk pengelolaan hutan
dan lahan
PROPORSI
• Hubungan antara kebijakan anggaran dengan komitmen
dan target indikator pembangunan nasional
• hubungan antar penerimaan, belanja dan pembiayaan
KORELASI
Gambar 1.1 Skema Analisis Anggaran Nasional
5  M = APBN Murni, P = APBN Perubahan dan R = APBN Realisasi.
6 Analisis Anggaran Daerah : Studi terhadap APBD 2008 – 2011 di 20 kabupaten/kota di 4 Propinsi, Seknas FITRA, 2012 : 4
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BAGIAN 2
Kebijakan Nasional Pengelolaan Hutan Dan Lahan:  
Tinjauan Atas Kebijakan Perencanaan
2.1 KEWENANGAN PENGELOLAAN 
HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA 
Desentralisasi telah menghasilkan praktek 
pengelolaan sumber daya alam yang berbeda-
beda tergantung masing-masing urusan dan 
departemen pengelolanya. Urusan kehutanan 
yang menjadi kewenangan kementerian 
kehutanan, telah mempraktekkan kebijakan 
sentralisasi dalam pengelolaan di kawasan hutan. 
Sementara itu, urusan pertambangan yang 
menjadi kewenangan kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memberikan 
kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola 
wilayah pertambangan melalui pemberian ijin 
pertambangan. Urusan perkebunan yang menjadi 
kewenangan kementerian pertanian melakukan 
praktek yang sama dengan urusan pertambangan. 
Praktek pengelolaan masing-masing urusan yang 
berbeda tentunya didasarkan atas pijakan kebijakan 
yang berbeda-beda pula.7 
Pembagian kewenangan yang dilakukan 
antara pemerintah pusat, propinsi dan daerah 
menunjukkan wajah sentralistik yang kuat untuk 
urusan kehutanan. Pemerintah pusat dalam hal 
ini kementerian kehutanan memegang kendali 
untuk menetapkan kawasan, memberi persetujuan 
kegiatan usaha dan alokasi hak pengelolaan untuk 
masyarakat dalam kawasan hutan serta persetujuan 
perubahan fungsi kawasan hutan. Dalam banyak 
hal, beban pengelolaan kewenangan yang besar ini 
telah mengakibatkan banyaknya antrian persetujuan 
oleh kementerian kehutanan. Revisi RTRW baik 
kabupaten/kota dan provinsi hingga kini masih 
banyak yang belum disetujui dan masih di meja 
kementerian. Begitu juga untuk usulan pengelolaan 
hutan dan lahan di kawasan hutan oleh masyarakat. 
Sementara itu, pemerintah propinsi lebih pada 
memberikan pertimbangan teknis atas usulan-
usulan kegiatan usaha atau alokasi pengelolaan 
oleh masyarakat yang disampaikan pemerintah 
daerah di samping juga menginisiasi usulan-
usulan pengelolaan yang lintas kabupaten. Artinya 
kewenangan yang dimiliki pemerintah provinsi dan 
pemerintah kabupaten/ kota sebagai daerah otonom 
sebatas sebagai pendukung khususnya dalam 
bidang monitoring-evaluasi serta sebagai pelaksana 
atas kebijakan yang dirumuskan secara top-down 
oleh pemerintah pusat untuk mempercepat agenda 
nasional. Tabel berikut ini menggambarkan 
beberapa kewenangan yang didistribusi berdasarkan 
masing-masing level pemerintahan.
Praktek pengelolaan kewenangan urusan 
yang tergambarkan dalam tabel diatas telah 
menghasilkan sejumlah masalah.  Permasalahan 
terkait dengan pelaksanaan, aturan dan 
kebijakannya baik dalam penataan ruang dan 
tumpang tindih perijinan, penganggaran dan 
penetapan target kinerja serta pengawasan 
dan penegakan hukum yang kurang maksimal 
merupakan sederet permasalahan yang banyak 
terjadi dan menjadi pembahasan dalam studi-
studi berbagai pihak.8 Disisi yang lain, pengelolaan 
kewenangan urusan ini harus sejalan dengan 
komitmen pemerintah Indonesia dalam mengatasi 
permasalahan yang menghasilkan kerusakan hutan 
dan lahan, peningkatan emisi karbon dan masalah 
kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. 
7  Y. Rahman, Kerangka Acuan dan Studi Pelingkupan : Pengukuran Kondisi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Sektor Kehutanan dan 
Lahan, ICEL – Seknas FITRA : 2013
8  ICEL, Huma, Telapak, WRI(2013), Potret Pelaksanaan Tata Kelola Hutan: Studi Mendalam di Propinsi Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat. 
7Analisis Kebijakan Perencanaan dan Anggaran Nasional 
terhadap Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia
Level 
Urusan 
Pemerintah Pusat Propinsi Kabupaten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kehutanan 
Memberikan persetujuan 
teknis dan subtansi atas revisi 
tata ruang propinsi dan 
kabupaten  
Penyusunan RTRW dan 
pengusulan revisi 
Penyusunan RTRW dan 
pengusulan revisi 
Penerbitan SK penunjukan 
kawasan hutan 
Pemberian pertimbangan teknis 
atas usulan penunjukan 
kawasan hutan kabupaten 
Pengusulan penunjukan 
kawasan hutan 
Mengesahkan tata batas 
kawasan hutan  
Membentuk panitia tata batas  
kawasan hutan  
Melakukan penatabatasan 
kawasan hutan oleh panita tata 
batas melalui penyusunan 
berita acara  
Menetapkan penatagunaan 
kawasan hutan  
Pemberian pertimbangan teknis 
atas usulan pemerintah 
kabupaten  
Mengajukan usulan perubahan 
status dan fungsi hutan, usulan 
APL menjadi kawasan, 
penggunaan kawasan hutan 
dan tukar menukar dan 
pelepasan  
Memberikan ijin usaha IUPHHK 
HA/HT/RE 
Memberikan rekomendasi atas 
permohonan ijin usaha IUPHHK 
HA/HT/RE 
Memberikan pertimbangan 
teknis untuk bahan 
rekomendasi permohonan ijin 
usaha IUPHHK HA/HT/RE 
Menetapkan areal 
pencadangan HKM/HTR/HD 
Memberikan rekomendasi atas 
usulan pencadangan 
HKM/HTR/HD 
Menerbitkan ijin HKM/HTR/HD 
diareal pencadangan yang 
ditetapkan oleh Menteri 
Penyusunan rencana 
pengelolaan rehabilitasi dalam 
kawasan konservasi  dan 
kewenangan pengelolaannya 
di lintas kabupaten 
Penyusunan rencana 
pengelolaan rehabilitasi dalam 
kawasan hutan lindung dan 
produksi dan kewenangan 
pengelolaannya di lintas 
kabupaten 
Penetapan rencana 
pengelolaan rehabilitasi dalam 
kawasan hutan, hutan lindung 
dan hutan produksi yang tidak 
dibebani ijin penggunaan  
 
 
Pengendalian kebakaran hutan 
tingkat nasional 
 
Pengendalian kebakaran hutan 
tingkat propinsi 
 
Penetapan rencana 
pengendalian kebakaran hutan 
tingkat kabupaten 
Pengawasan dan peningkatan 
kapasitas PPNS kehutanan 
Penunjukkan dan penempatan 
PPNS kehutanan propinsi 
 
Penunjukkan dan penempatan 
PPNS kehutanan kabupaten 
 
 
 
 
 
Pertambangan 
Pemberian IUP Pemberian IUP lintas kabupaten   Pemberian IUP skala 
kabupaten  
Memberikan persetujuan 
prinsip atau ijin pinjam pakai 
kawasan hutan  
Memberikan ijin pinjam pakai 
kawasan hutan untuk 
pembangunan fasilitas non 
komersil dengan luas 5 Ha. 
 
Rekomendasi ijin pinjam pakai 
untuk IUP yang dikeluarkan 
Bupati di kawasan hutan  
Memberikan pertimbangan 
teknis permohonan ijin pinjam 
pakai kawasan 
 
 
Mengesahkan rencana 
reklamasi dan besaran serta 
bentuk jaminan reklamasi 
Mengesahkan rencana 
reklamasi dan besaran serta 
bentuk jaminan reklamasi 
Mengesahkan rencana 
reklamasi dan besaran serta 
bentuk jaminan reklamasi 
 
 
Perkebunan 
Menetapkan NPSK (norma 
standar pedoman kriteria) 
Menerbitkan IUP antar 
kabupaten 
 
Menerbitkan IUP di kabupaten  
Menerbitkan SK pelepasan 
kawasan hutan (Menteri 
Kehutanan)   
Mengajukan pelepasan kawasan 
hutan untuk perkebunan 
Mengajukan pelepasan 
kawasan hutan untuk 
perkebunan 
Tabel 2.1 Pembagian Kewenangan antar Level Pemerintahan dalam Pengelolaan Urusan Kehuatan, 
Pertambangan dan Perkebunan
Sumber : disarikan dan diolah dari Y. Rahman, Kerangka Acuan dan Studi Pelingkupan: Pengukuran Kondisi Tata Kelola Pemerintahan yang  
 Baik di Sektor Kehutanan dan Lahan, ICEL – Seknas FITRA : 2013.
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2.2  KONDISI PENGELOLAAN HUTAN 
DAN LAHAN SERTA KOMITMEN 
PEMERINTAH
Hutan, lahan dan gambut menyumbang hampir 
80 persen dari total emisi di Indonesia.9 Data yang 
dirilis Dewan Nasional Perubahan Iklim tahun 2010 
ini menunjukkan bahwa aktivitas industri pada 
sektor hutan dan lahan berkontribusi kerusakan 
ekologi jangka panjang. Sehingga memetakan arah 
kebijakan terkait tata kelola hutan dan lahan sangat 
bermanfaat untuk mendesain skenario mitigasi 
terhadap perubahan iklim secara komprehensif. 
Emisi yang bersumber dari sektor hutan dan lahan 
disebabkan oleh tingginya tingkat penebangan 
hutan secara legal dan illegal dalam bentuk kegiatan 
pengambilan kayu, konversi kawasan hutan menjadi 
areal perkebunan, pertambangan, pertanian dan 
permukiman. Selain itu dua penyebab lainnya yang 
juga berpengaruh terhadap timbulnya emisi adalah 
pembakaran hutan karena disengaja maupun factor 
alam dan terjadinya kerusakan lahan gambut yang 
tidak mampu dicegah oleh pemerintah.
Emisi dari sektor hutan, lahan dan gambut 
umumnya disebabkan karena tata kelola hutan 
dan lahan yang buruk. Tata kelola hutan dan 
lahan yang buruk menyebabkan deforestasi hutan 
dan degradasi lahan yang tinggi. Konversi hutan 
dan lahan menjadi kebun atau pemukiman terjadi 
salah satunya karena proses penetapan yang masih 
kurang transparan dan partisipatif. Di sisi yang lain, 
pemberian izin yang sarat kepentingan politik dan 
proses yang tertutup telah menghasilkan banyaknya 
kasus tumpang tindih izin di suatu kawasan. 
Demikian halnya dengan penegakan hukum yang 
lemah dalam kasus-kasus pelanggaran kegiatan 
usaha dan masyarakat yang bertentangan dengan 
UU Lingkungan Hidup masih banyak terjadi di 
daerah. Oleh karenanya tata kelola hutan dan lahan 
yang buruk banyak disebabkan karena prinsip tata 
kelola seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas 
dan keadilan belum banyak dimaknai dalam 
pengelolaan hutan dan lahan Selain itu, penegakan 
hukum dan reformasi kebijakan belum menjadi 
instrumen utama untuk perbaikan tata kelola hutan 
dan lahan.10 Berikut ini adalah peta buruknya tata 
kelola hutan dan lahan di Indonesia. 
Hutan, Lahan dan GambutPertanianPembangkit ListrikSemenTransportasiBangunanBBM & Gas
6.3%5.4%
4.6%2.9%1.2% 1.2%
78.3%
Grafik 2.1  Sumber Emisi di Indonesia
9  Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) Republik Indonesia, 2010
10  The Asia Foundation (2011), Study on the Political Economy of Land Use, Land Use Change and Forestry at the Local Level in Indonesia. 
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Gambar 2.1 Peta Tata Kelola Hutan dan Lahan yang Buruk di Indonesia
Sumber : Hasil Konsultasi Bappenas, 2010 dalam Potret Pelaksanaan Tata Kelola Hutan : Studi Mendalam di Propinsi Kalimantan Tengah  
 dan Nusa Tenggara Barat, ICEL, Huma, Telapak, WRI, 2013 : 2
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Komitmen pemerintah Indonesia untuk 
menurunkan emisi sebesar 26 persen dengan 
pendanaan dalam negeri dan menjadi 41 persen 
dengan pendanaan Internasional pada 2020 
perlu diapreasiasi. Komitmen ini menjadi dasar 
bagi pemerintah dan stakeholder lainnya untuk 
terlibat dalam mendorong pencapaian komitmen 
tersebut. Bagi pemerintah khususnya sebagian 
kementerian yang terkait diperlukan untuk 
mengadaptasi program dan kewenangannya sesuai 
dengan arah komitmen yang ada. Komitmen ini 
telah menunjukkan pentingnya peranan Indonesia 
dalam penurunan emisi karbon secara global. 
Upaya penurunan emisi karbon telah menjadi 
program penting bagi pemerintah Indonesia.
Meskipun secara spesifik target penurunan emisi 
karbon tidak masuk dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah (RPJMN), namun berbagai 
macam instrumen kebijakan, kelembagaan dan 
dokumen aksinya telah dibuat oleh pemerintah. 
Dikeluarkannya kebijakan sektoral11 merupakan 
bentuk komitmen pemerintah untuk mengawasi 
lebih serius permasalahan emisi karbon. 
Pembentukan Dewan Nasional Perubahan Iklim 
(DNPI, Satuan Tugas (Satgas) REDD+, Dewan 
Kehutanan Nasional (DKN) dan Unit Kerja 
Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian 
Pembangunan (UKP4) merupakan upaya 
pemerintah untuk lebih menguatkan komitmennya 
dalam penurunan emisi karbon dan khususnya 
deforestasi dan degradasi. Begitu juga dalam 
penyusunan Rencana Aksi Nasional dan Daerah 
Gas Rumah Kaca (RAN – RAD GRK) dipahami 
sebagai upaya menstrukturkan program dan 
kerja pemerintah untuk mengoperasionalkan 
komitmennya. Berikut ini adalah gambaran 
beberapa kebijakan, kelembagaan dan dokumen 
aksi yang telah dibuat oleh pemerintah dalam upaya 
menurunkan emisi karbon. 
Meskipun telah banyak inisiatif yang digagas 
oleh pemerintah sebagaimana tabel di atas, 
namun pemerintah Indonesia masih menghadapi 
tantangan yang besar dalam pencapaian 
target penurunan emisi karbon dari aspek tata 
kelolanya. Selain tantangan dari dunia industri dan 
pembangunan ekonomi, capaian target penurunan 
emisi karbon juga akan terhambat karena tata 
kelola yang buruk. Salah satu aspek penting dalam 
tata kelola hutan dan lahan di Indonesia adalah 
ketersediaan kebijakan dan anggaran yang selalu 
kurang memadai. Inkonsistensi antar kebijakan, 
tumpang tindih kebijakan dan kebijakan yang 
saling bertentangan serta kebijakan anggaran yang 
kurang responsive terhadap pengelolaan hutan dan 
lahan merupakan isu penting dalam aspek tata 
kelola yang kurang baik di sektor kebijakan12.
11  Seperti UU No. 24/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dan  Instruksi Presiden No. 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan 
Alam Primer dan Lahan Gambut yang kemudian waktu pelaksaannya diperpanjang melalui Instruksi Presiden No. 6/2013. Sementara 
kebijakan sektoral lainnya telah dikeluarkan pada tahun-tahun sebelumnya yakni UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, UU No. 18/2004 
tentang Perkebunan dan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang.
12  The Asia Foundation (2011), Study on the Political Economy of Land Use, Land Use Change and Forestry at the Local Level in Indonesia. 
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2.3 KOMITMEN YANG DIPREDIKSI  
TIDAK TERCAPAI
Komitmen Pemerintah Indonesia untuk 
menurunkan emisi karbon sebesar 26 persen pada 
tahun 2020 diperkirakan tidak akan tercapai. 
Komitmen yang dituangkan dalam Peraturan 
Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana 
Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 
(RAN GRK) tersebut menargetkan angka 26 persen 
sebagai usaha sendiri dan diupayakan meningkat 
hingga 41 persen dengan dukungan International. 
Kebijakan tersebut telah diturunkan menjadi 
program prioritas yang telah dirumuskan per bidang 
sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini: 
Kajian ini telah mengidentifikasi tantangan penting 
yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia untuk 
menurunkan emisi karbon dan khususnya deforestasi 
dan degradasi karena buruknya tata kelola hutan dan 
lahan dalam aspek kebijakan perencanaan dan anggaran. 
Tantangan-tantangan berikut ini menggambarkan 
prediksi bahwa komitmen pemerintah Indonesia 
untuk menurunkan emisi karbon sebesar 26 persen 
atas upaya sendiri dan 41 persen atas dukungan 
internasional pada tahun 2020 tidak akan tercapai.
  
BIDANG PRIORITAS 
Pertanian 
1. Promosi pengelolaan lahan pertanian tanpa bakar  
2. Pengembangan areal perkebunan di lahan tidak berhutan dan peningkatan produksi dan 
produktiﬁtas terutama untuk kelapa sawit  
 
Kehutanan 
1. Percepatan pengukuhan kawasan hutan  
2. Pembentukan dan penguatan KPH  
3. Pengelolaan lahan gambut untuk pertanian berkelanjutan  
4. Rehabilitasi, reklamasi, dan revitalisasi lahan gambut terlantar dan terdegradasi  
5. Penetapan areal pengelolaan hutan kemasyarakatan dan hutan desa  
6. Rehabilitasi hutan dan lahan  
7. Pengendalian kebakaran hutan  
8. Penyidikan dan pengamanan hutan  
9. Peningkatan usaha hutan tanaman yang dibangun di areal tidak berhutan  
 
 Pertambangan dan 
Energi 
 
10. Pengembangan kawasan konservasi 
1. Menegakan aturan reklamasi lahan pasca tambang
Tabel 2.2 Prioritas Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN – GRK)
 (Berdasarkan Perpres 61 tahun 2011)
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a. Target penurunan emisi belum dipadukan 
dengan kebijakan perencanaan lainnya
Kewenangan pemerintah pusat dalam hal 
pengaturan, pengelolaan serta pemanfaatan hutan 
tambang dan kebun termanifestasikan dalam 
strategi utama dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP),  Renja Strategis (Kementerian 
Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian 
ESDM) dan Rencana Kerja Kementerian/ lembaga 
terkait13. 
Kebijakan perencanaan tidak secara ekplisit 
memuat target penurunan laju deforestasi dan 
degradasi sebagai indikator penting menurunkan 
emisi. Baik dalam RPJMN maupun dokumen 
perencanaan yang diturunkan hingga tingkat 
kementerian, tidak ada satupun yang memasukkan 
target penurunan angka deforestasi dan degradasi 
sebagai target strategis untuk penurunan angka 
emisi karbon. Sebagaimana diketahui, emisi karbon 
di Indonesia disumbang oleh kegiatan alih fungsi 
kawasan hutan dan gambut, penebangan kayu baik 
secara legal maupun illegal dan kebakaran hutan. 
Hanya saja, dalam RPJMN tahun 2010–2014, 
indikator penurunan laju deforestasi dirumuskan 
hanya dengan upaya menurunkan jumlah hotspot 
kebakaran dan penghentian laju kerusakan 
lingkungan. Sementara indikator alih fungsi 
dan penebangan kayu tidak menjadi indikator 
strategis. Kedua, indikator pencapaian pada 
target menurunkan jumlah hotspot kebakaran 
dan pengurangan laju kerusakan lingkungan 
tidak memuat variabel apa saja yang akan diukur 
termasuk berapa luasan hutan dan lahan yang bisa 
dicegah dari kebakaran dan kerusakan lingkungan. 
RPJMN sama sekali tidak memuat Indikator 
pencapaian penurunan jumlah hotspot.
Target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen 
perencanaan berbeda-beda antar dokumen 
perencanaan. Sebagai bagian dari konsistensi 
perencanaan pembangunan, dokumen RPJMN 
hendaknya menjadi acuan bagi dokumen Rencana 
Kerja Pemerintah (RKP). Selanjutnya RKP menjadi 
acuan bagi kementerian untuk penyusunan Rencana 
Strategis (Renstra) dan kemudian dilanjutkan 
dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) masing-
masing kementerian berdasarkan Renstra yang ada. 
Oleh karenanya, semestinya indikator pencapaian 
target kinerja mulai dari RPJMN hingga Renja 
kementerian memiliki angka yang sama. Namun, 
dalam penelusuran kajian ini ditemukan bahwa 
masih adanya indikator kinerja yang berbeda 
antar dokumen perencanaan. Target kinerja untuk 
rehabilitasi hutan dan lahan mengalami penurunan 
target capaian di tingkat Rencana Kerja (Renja) 
Kementerian Kehutanan. Berdasarkan RPJMN, 
RKP dan Renstra kementerian, luasan hutan dan 
lahan yang akan direhabilitasi adalah 2,5 juta 
hektar per 5 tahun. Asumsi terhadap capaian 
tersebut adalah per tahun jumlah luasan hutan dan 
lahan yang bisa direhabilitasi oleh Kementerian 
Kehutanan adalah 500 ribu hektar. Namun dalam 
rencana kerja Kementerian Kehutanan yang ada, 
target luasan yang direhabilitasi hanyalah sebesar 
100 ribu hektar pada tahun 2011 dan 300 ribu 
hektar pada tahun 2012. Tidak ada tahun rencana 
kerja yang melebihi nilai rata-rata target kinerja 
sebesar 500 ribu hektar per tahun. Sehingga 
diprediksi target kinerja ini tidak akan bisa dipenuhi 
oleh Kementerian Kehutanan. Hal yang sama 
terjadi pada target kinerja untuk akses masyarakat 
terhadap wilayah kelola hutan dalam skema Hutan 
Desa, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman 
Rakyat ditetapkan dengan indikator yang berbeda 
antara RPJMN/RKP dengan Renstra dan Renja 
kementerian. 
13  Dokumen-dokumen kebijakan tersebut telah mencantumkan indikator target yang harus dicapai dalam jangka menengah dan jangka pendek 
sebagai komitmen untuk mengukur kinerja pemerintah pusat. Selain itu, indikator-indikator tersebut bertujuan untuk menyelesaikan 
persoalan yang tergambar dari peta persoalan yang dihadapi secara realistis, terukur dan tepat waktu. Dari sinilah komitmen, keberpihakan, 
ketepatan strategi dan keberhasilan pemerintah akan diukur.
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Aspek RPJMN RKP RENSTRA RENJA
 
Target Rehabilitasi 
hutan dan lahan 
 
 
berbeda-beda 
besarannya 2010 sd 
2012   
 
Berbeda-beda di 
angka 100.000 ha-
400.000 ha  
Akses Kelola Rakyat 
(HD, HKM, HTR)  
1,65 juta ha sampai 
tahun 2014  
Kurang dari 1,65 
juta ha  
2,5  juta ha HKM, 
500.000 HD  
Berbeda-beda tiap 
tahunnya   
 2 Juta ha /5 tahun 
 
2 Juta ha/ 5 tahun 
 
2 juta ha/ 5 Tahun 
 Tidak ditemukan 
target setiap 
tahunnya  
Perijinan Tambang 
 Perluasan wilayah 
kerja dan ijin 
pertambangan  
Perluasan wilayah 
kerja dan ijin 
pertambangan  
Perluasan wilayah 
kerja dan ijin 
pertambangan 
Perluasan wilayah 
kerja dan ijin 
pertambangan  
Reklamasi Bekas 
Tambang  
Tidak ditemukan 
 
Tidak ditemukan 
 
Sekitar 6200 
 
Tidak dijelaskan 
 
Restorasi Ekosistem 
 di Bekas Tebangan  
   
 
Peningkatan 
produktiﬁtas lahan dan 
tanaman kebun  
Tidak memiliki 
program yang jelas 
dan terukur   
Tidak ada 
 
  
Perluasan areal lahan 
pertanian 
500.000 ha/tahun 
atau 2,5 juta /5 tahun
500.000 Ha/tahun  
atau 2,5 juta /5 tahun 
target luasan targer luasan ha/tahun (ESDM) targetnya 
Tidak ada Tidak ada 2,5 Juta ha 350.000-450.000 
ha/tahun 
Ada 9 program dalam 
kerangka RAN GRK 
Tidak ditemukan 
target secara pasti 
Tabel 2.3 Kesesuaian dan Konsistensi Target Capaian  
dan Indikator Kinerja antar Dokumen Perencanaan Pemerintah Pusat
b. Capaian kinerja pemerintah yang lebih 
rendah dari yang direncanakan 
Kinerja pemerintah dalam mencapai target 
penurunan emisi karbon masih jauh dari yang 
direncanakan bahkan tidak optimum. Secara umum 
terdapat kesenjangan dalam penetapan target dan 
indikator baik jangka menengah maupun jangka 
pendek dengan hasil yang dicapai.
Rehabilitasi lahan kritis membutuhkan waktu 
163 tahun. Jumlah lahan kritis di Indonesia seluas 
81,6 juta Ha.14 Dari total luasan tersebut, pemerintah 
Indonesia melalui RPJMN hanya memiliki target 
untuk merehabilitasi lahan kritis seluas 2,5 juta Ha 
dalam waktu 5 tahun.15 Artinya, luasan lahan kritis 
yang direhabilitasi oleh pemerintah Indonesia hanya 
500 ribu Ha per tahun. Dengan menggunakan 
skenario BAU (bussines as usual), maka pemerintahan 
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya akan 
berkontribusi untuk rehabilitasi lahan kritis sebesar 
3 persen dari total kerusakan lahan yang ada. Disisi 
yang lain, bila menggunakan skenario BAU (500 
ribu Ha/tahun), maka pemerintah memerlukan 163 
tahun untuk bisa merehabilitasi lahan kritis atau 
setara dengan hampir 33 tahun masa pemerintahan. 
Namun, apabila dibuat skenario peningkatan titik 
optimum kinerja, seharusnya pemerintah SBY 
menetapkan target rehabilitasi luas lahan kritis sebesar 
16 ribu Ha per tahun. 
14  Departmen Kehutanan : Statistik Kehutanan, 2012
15  Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014
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Grafik 2.2 Lama waktu rehabilitasi dibandingkan luasan lahan rehabilitasi
Kotak 2.1 Kebijakan Moratorium Ijin di Indonesia
Pada tanggal 20 Mei 2011, Intruksi Presiden (Inpres) No. 10 tahun 2011 diterbitkan dengan tujuan 
untuk menunda pemberian izin HPH baru untuk  penebangan dan konversi hutan dan lahan gambut 
selama dua tahun sejak tanggal diundangkannya. Penundaan ini memungkinkan pembenahan tata kelola 
hutan yang lebih baik melalui pelembagaan proses koordinasi dan pengumpulan data dan kemungkinan 
juga peraturan-peraturan baru yang diperlukan. 
Dalam perkembangannya, Inpres tersebut diperpanjang berlakunya hingga tahun 2014 atau ketika 
masa presiden SBY berakhir.
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Pemerintah gagal memenuhi kinerja program 
rehabilitasi lahan kritis. Alih-alih untuk menaikkan 
titik optimum, dengan asumsi target kinerja yang 
ada saja, pemerintah masih belum berhasil mencapai 
target rehabilitasi lahan kritis seluas 500 ribu Ha 
per tahun. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh 
Departemen Kehutanan (2012) menunjukkan 
bahwa program rehabilitasi pada tahun 2007-2012 
hanya mampu dilakukan pada lahan seluas 1,6 juta 
Ha. Artinya rata-rata yang bisa direhabilitasi oleh 
pemerintah per tahunnya hanya sebesar 320 ribu 
Ha. Angka ini masih jauh dari yang ditargetkan oleh 
RPJMN. 
Moratorium, mencegah izin baru pada 22,5 
juta Ha hutan primer dan lahan gambut, tapi 
tidak melindungi 46,7 juta Ha hutan sekunder. 
Pemerintah Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden 
(Inpres) No. 6/2013 untuk melanjutkan Inpres No. 
10/2011 tentang penundaan penerbitan izin baru 
dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer 
dan lahan gambut. Dimasukkannya hutan lindung 
dan hutan konservasi yang sudah dilindungi secara 
hukum menimbulkan spekulasi bahwa sesungguhnya 
target yang dijadikan cakupan moratorium tidak 
sebesar seperti yang tertera dalam Peta Indikatif 
Penundaan Izin Baru (PIPIB). Kawasan konservasi 
yang sudah dilindungi oleh UU No. 41/1999 dan 
peraturan pemerintah adalah seluar 47,8 juta Ha, 
sedangkan cakupan moratorium berdasarkan PIPIB 
seluas 66,4 juta Ha. Artinya kawasan baru yang 
sesungguhnya dicakup oleh moratorium hanyalah 
22,5 juta Ha. 
Moratorium diopersionalisasi sebagai kepentingan 
melakukan penataan administrasi perijinan dan 
masih belum menyentuh pada penegakan hukum 
atas pelanggaran administrasi perijinan yang terjadi. 
Dalam hal melindungi kawasan konservasi, yang 
paling dibutuhkan adalah ketegasan pemerintah 
untuk melakukan penegakan hukum secara serius. 
Praktek penyerobotan kawasan konservasi untuk 
kepentingan industri kehutanan, pertambangan 
dan perkebunan yang dilakukan oleh swasta hanya 
bisa dicegah dengan penegakan hukum. Inpres 
moratorium sesungguhnya hanya memberi sinyal 
kompromi antara pemerintah pusat – daerah – swasta 
untuk tidak dalam kepentingan penegakan hukum 
namun hanya untuk penataan ijin.16
16 Penyimpulan atas diskusi dengan tim Unit Kerja Presiden bidang 
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Republik 
Indonesia
Tabel 2.4 Luas Kawasan Moratorium Berdasarkan Pulau (juta ha); Perbandingan Kawasan Konservasi  
dan Cakupan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB)
Sumber : Working Paper – Moratorium Hutan Indonesia; Batu Loncatan untuk Memperbaiki Tata Kelola Hutan?. CIFOR, 2011
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Dalam periode kebijakan moratorium, luasan 
hutan di Indonesia telah berkurang sebesar 
4,3 juta Ha. Pada bulan November 2010 jumlah 
luasan hutan yang masih ada sebesar 133 juta Ha, 
kemudian berkurang menjadi 131 juta Ha pada 
November 2011 dan terus mengalami penyusutan 
pada bulan Desember 2012 tinggal sebesar 
129 juta Ha17. Data ini menunjukkan, bahwa 
meskipun moratorium diberlakukan, tidak serta 
merta luasan hutan akan bertahan. Selain karena 
moratorium tidak berlaku untuk ijin-ijin yang telah 
berlangsung, kebijakan ini telah menghasilkan siasat 
kebijakan baru ditingkat lokal. Data dari tim Pusat 
Kajian Hukum Administrasi Negara, Lembaga 
Administrasi Negara menyebutkan bahwa untuk 
mensiasati Moratorium penerbitan Ijin Usaha 
Pertambangan (IUP) dengan cara memundurkan 
permohonan ijin (back dated) sebelum moratorium 
berlaku (Lembaga Administrasi Negara; 2013: 13). 
Meskipun kajian tersebut menggunakan kasus 
di sektor tambang, namun diperkirakan siasat ini 
juga berlaku di sektor kehutanan. Dengan kata 
lain bahwa moratorium belum memberikan efek 
yang kuat untuk penurunan deforestasi. Studi yang 
dilakukan oleh Hansen et al (2013) menunjukkan 
temuan yang sama.18
Aksesibilitas masyarakat terhadap pemanfaatan 
sumber daya hutan melalui skema HKm, HD 
dan HTR19 kurang mendapatkan prioritas dari 
pemerintah dan cenderung diskriminatif. Target 
yang dibuat dalam RPJMN menunjukkan bahwa 
luas pencadangan areal untuk akses masyarakat 
tersebut hanya sebesar 2,13 dari total kawasan hutan 
dan 3,59 persen dari luasan hutan produksi (HP). 
Kebijakan ini dapat dimaknai bahwa pemerintah 
dengan sadar telah melakukan diskriminasi terhadap 
masyarakat serta memperlakukan hutan sebagai 
ruang terbuka untuk kepentingan perusahaan dan 
industri.
17  Kementerian kehutanan 2012, Perkembangan luas kawasan hutan di Indonesia, dalam Statistik Kehutanan 2011.
18  Hansen menyebut bahwa pada periode Moratorium, Indonesia mengalami peningkatan deforestasi secara signifikan. Lihat Hansen et al 
(2013), High-resolution Global Maps of 21st Century Forest Cover Change, World Resource Institute (WRI). 
19  HKm adalah hutan kemasyarakatan, HD adalah hutan desa dan HTR adalah hutan tanaman rakyat.
Luas Kawasan Hutan 129 Jt Ha  
Luas Hutan Produksi (HP) 76,6 Jt Ha  
   (% thd Kawasan Hutan) 59% 
Realisasi HKm, HTR, HD (2012) 971 rb Ha  
   (% thd Kawasan Hutan) 0.75% 
   (% thd luas HP) 1.27% 
Target HKm, HTR, HD (RPJMN) 2,7 Jt Ha  
   (% thd Kawasan Hutan) 2.13% 
   (% thd luas HP) 3.59% 
Tabel 2.5 Perbandingan kawasan hutan, luas Hutan 
Produksi dan HKm, HD & HTR
Sumber : Statistik Kehutanan 2012 dan RPJMN 2010-2014; diolah
17Analisis Kebijakan Perencanaan dan Anggaran Nasional 
terhadap Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia
 100
800
200 150
1,200
300
657
177 83
701
187 83
-200 
400 
600 
800 
1,000 
1,200 
1,400 
Pe
nc
ad
an
ga
n 
ar
ea
l H
TR
Pe
ne
ta
pa
n 
ar
ea
l 
ke
rja
 H
Km
Pe
ne
ta
pa
n 
ar
ea
l 
ke
rja
 H
D
Pe
nc
ad
an
ga
n 
ar
ea
l H
TR
Pe
ne
ta
pa
n 
ar
ea
l 
ke
rja
 H
Km
Pe
ne
ta
pa
n 
ar
ea
l 
ke
rja
 H
D
2011 2012
Ri
bu
 H
a
Target RPJMN Realisasi
Grafik  2.3  Target vs Realisasi HTR, HKm dan HD dalam RPJMN
Realisasi penyediaan areal HKm, HD dan HTR 
selalu berada dibawah target RPJMN.Dalam 
RPJMN ditetapkan target untuk pencadangan areal 
HTR, penetapan areal HKm dan HD seluas 1,1 
juta Ha tetapi hanya direalisasikan oleh pemerintah 
seluas 916,9 ribu Ha pada tahun 2011. Sementara 
itu, realisasi pada tahun 2012 terlihat lebih buruk 
karena dari target yang ditetapkan sebesar 1,6 juta 
Ha kemudian hanya direalisasikakan seluas 971 ribu 
Ha. Realisasi HKm, HD dan HTR dalam periode 
2007 - 2011 hanya sebesar 0,75 persen dari total 
kawasan hutan atau 1,27 persen dari luas kawasan 
Hutan Produksi.20  
20  Diolah dari data RPJMN 2010-2014 dan Statistik Kehutanan 2012
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Kotak 2.2  Usulan Hutan Desa di Kab. Kayong Utara membutuhkan lebih dari 1.000 Hari
Kotak 2.3 Gugatan Masyarakat di Sumatra Selatan kepada Menteri Kehutanan
Masyarakat di 5 desa Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong bisa bernafas lega. Perjuangannya 
untuk mengusulkan areal kerja hutan desa kepada kementerian kehutanan seluas 52.794, 16 ha telah 
disetujui oleh Menteri Kehutanan pada akhir bulan Juli 2013. Wajar saja bila masyarakat bisa bernafas 
lega, mengingat perjuangan untuk mendapatkan persetujuan memakan waktu kurang lebih 3 tahun. 
Pengusulan hutan desa oleh masyarakat dimulai ketika Bupati mengirimkan dokumen usulan 5 areal 
kerja hutan desa pada tanggal 22 Oktober 2010.  Sementara di wilayah yang sama yakni kawasan hutan 
produksi yang diusulkan masyarakat untuk hutan desa juga dimohonkan menjadi wilayah program 
Restorasi Ekosistem (RE) oleh PT. Gapura Persada Khatulistiwa. Namun, tanggal 10 November 2010 
Bupati menyurati Menteri Kehutan guna menegaskan sikap Pemkab yang menolak RE dan mendukung 
sepenuhnya usulan HD masyarakat. 
Pada bulan Maret 2011, dilaksanakanlah verifikasi oleh tim Kemenhut beserta UPT dan Dishut Provinsi. 
Setelah proses verifikasi, tanggal 25 Maret Bupati KKU kembali menyurati Menhut dengan tegas minta 
dikeluarkannya sebagian areal HP dari IUPHHK-RE. Faktanya, dua surat resmi Bupati KKU tersebut 
tidak pernah mendapatkan balasan dari Kemenhut. Sementara Menteri Kehutanan diberbagai forum 
dan kesempatan selalu menyampaikan komitmen politisnya terhadap HD-HKM didepan publik. 
Atas kekecewaan masyarakat, LSM pendamping serta unsur pemerintah daerah yang tidak mendapatkan 
penjelasan logis tentang usulan HD-HKM, maka mereka melaporkan Menteri Kehutanan ke 
Ombudsman RI atas tindakan mal-administrasi. Akhirnya, tanggal 26 Juli 2013 staf Kemenhut 
menyatakan bahwa SK HD Kayong Utara telah ditandatangani oleh Menteri  Kehutanan. Jika dihitung 
sejak awal usulan HD, maka proses untuk mendapatkan SK-nya membutuhkan waktu lebih dari 1.000 
hari dihitung sejak tanggal 22 Oktober 2010 saat usulan disampaikan. 
(sumber : www.gemawan.or.id) 
Masyarakat 6 Kabupaten di Sumatera Selatan yang bersatu menjadi Forum Komunikasi Masyarakat 
Pengelola Hutan – Sumatera Selatan (FKMPH – SS) menggugat Menteri Kehutanan Republik Indonesia. 
Pokok pangkalnya adalah usulan mereka untuk memperoleh izin HUtan Kemasyarakatan (HKM) dan 
Hutan Desa (HD) tidak direspon oleh sang Menteri. Untuk skema HKM pada tahun 2010 – 2012 telah 
diusulkan seluas 3.432 hektar dengan sebaran di di Kabupaten Musi Rawas dan Lahat. Untuk Hutan 
Desa ditahun yang sama, total luasan yang diusulkan adalah 41.707 ha yang tersebar di Kabupaten Musi 
Banyuasin, Muara Enim dan Musi Rawas. Namun, Faktanya di wilayah Sumatera Selatan baru ada satu 
Hutan Desa definitif yaitu Hutan Desa Muara Merang di Kabupaten Musi Banyuasin seluas 7.250 Ha 
yang mendapatkan izin pengelolaan pada tahun 2010.
Hampir kesemua usulan tersebut sudah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Kehutanan. Hingga kini, 
sudah lebih dari 2 tahun, persetujuan ijin tersebut belum ada kabarnya. Sesuai dengan Perdirjen No.07/2010 
dan No.11/2010 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Izin Penetapan Areal Kerja HKM dan Hutan Desa, 
Menteri Kehutanan hanya diberikan tengat waktu untuk membuat keputusan selama maksimal 60 hari 
kerja. Sudah 60 hari kerja berlalu, namun persetujuan ijin belum ada kabarnya. Bagaimanakah pak Menteri? 
(sumber: www.sumeks.co.id)
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c. Kebijakan pertumbuhan gagal 
menghasilkan skenario green growth 
development 
Pro poor, pro job, pro growth dan pro 
environment sebagai pilar pembangunan tidak 
cukup mampu menyeimbangkan pembangunan 
berbasis lingkungan yang berkelanjuan. Melalui 
terbitnya Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN), pemerintah telah menetapkan 
empat pilar sebagai penyangga arah kebijakan 
pembangunan dalam kurun waktu tahun 2010 – 
2014. Realisasi kebijakan penerimaan Negara yang 
menggantungkan sekitar 24 persen kebutuhan 
belanja Negara dari aktivitas eksploitasi sumber 
daya alam, sesungguhnya telah ‘merobohkan’ pilar 
pro-environment yang secara sadar tidak dijalankan 
dengan konsekuen oleh pemerintah.  
Sejak tahun 2010, komitmen untuk pembangunan 
ekonomi berbasis koridor melalui skema MP3EI 
diperkirakan akan berpotensi menghilangkan 
kawasan hutan serta mengeksploitasi lahan di tujuh21 
wilayah di Indonesia. Meskipun dalam skema 
sebelumnya telah diupayakan untuk melakukan 
mitigasi melalui skenario pembangunan hijau 
(green development scenario), namun dari laporan 
yang ada, hanya 1,6 juta Ha wilayah hutan yang 
bisa direhabilitasi. Angka ini tentu sangat jauh dari 
target yang ada. Sebagai produk kebijakan yang 
disusun dengan jangka panjang, MPEI menjadi 
tumpang tindih dengan RPJPN. Seharusnya strategi 
percepatan pembangunan ini menjadikan RPJPN 
dan RPJMN sebagai landasan utama agar lebih 
jelas mana yang induk dan mana yang turunannya. 
Selain itu MPEI juga tidak memberikan ruang yang 
cukup kepada industri domestic terutama UMKM 
untuk berperan, tetapi justru lebih mengedepankan 
masuknya investasi besar untuk melakukan 
pembangunan infrastruktur berskala besar, BUMN, 
BUMD dan swasta. Masuknya pertambangan 
sebagai salah satu dari delapan program utama, 
berpotensi terhadap eksploitasi sumberdaya alam 
melalui kegiatan pertambangan besi baja, nikel, 
bauksit, tembaga, batubara, minyak dan gas. Selain 
itu terdapat kegiatan kelapa sawit dan perkayuan 
sangat berpotensi besar untuk terjadinya alih 
fungsi hutan untuk kepentingan dua industry besar 
tersebut.
Koridor Fokus Kegiatan Utama 
Sumatera Kelapa Sawit, Karet, Batubara, Besi-Baja, JSS 
Jawa Industri Makanan Minuman, Tekstil, Permesinan, Transportasi, Perkapalan, 
Alutsista, Telematika, Metropolitan Jadebotabek 
Kalimantan Kelapa Sawit, Batubara, Alumina/Bauksit, Migas, Perkayuan, Besi-Baja 
Sulawesi Pertanian Pangan, Kakao, Perikanan, Nikel, Migas 
Bali NT Pariwisata, Peternakan, Perikanan 
Papua- Maluku Food Estate, Tembaga, Peternakan, Perikanan, Migas, Nikel. 
Tabel 2.6 Fokus dan kegiatan utama tiap koridor ekonomi MP3EI
Sumber : Dokumen MP3EI; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
21  Kebijakan MP3I menciptakan 8 koridor ekonomi yang berorientasi kepada pengembangan aktifitas industri berbasis 
hutan dan lahan. Hanya koridor Bali Nusa Tenggara saja yang tidak didesain focus kepada industri tetapi lebih kepada 
pariwisata, peternakan dan perikanan.
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Kebijakan pro growth telah meningkatkan laju 
konversi lahan hutan menjadi industri berbasis 
hutan dan lahan seluas 9,4 juta Ha. Data 
kementerian Kehutanan pada tahun 2007 – 2012 
menjelaskan bahwa konversi pada periode tersebut 
telah memperluas konversi lahan hutan menjadi 
areal perkebunan sebesar 6,7 juta Ha. Selain itu 
pada periode yang sama, Kementerian Kehutanan 
juga telah mengeluarkan izin pinjam pakai kawasan 
hutan untuk eksplorasi dan eksploitasi tambang 
yang akan berakibat kepada terjadinya alih fungsi 
kawasan hutan menjadi pertambangan mencapai 
luasan 2, 7 juta Ha. Dari data tersebut disimpulkan 
pula bahwa kebijakan yang pro pertumbuhan telah 
mengalih fungsikan hutan untuk industry berbasis 
hutan dan lahan per tahunnya mendekati 2 juta Ha. 
Luas lahan perkebunan sawit telah menggeser 
luas lahan persawahan. Berdasarkan data 
Kementerian Pertanian, diinformasikan bahwa luas 
lahan kelapa sawit sebesar 9,8 juta Ha, sedangkan 
luas areal persawahan yang menjadi penopang 
terhadap ketahanan pangan nasional hanyalah 
7,9 juta Ha. Hal ini menunjukkan fakta bahwa 
strategi pembangunan ekonomi di Indonesia telah 
menggeser sektor strategis yakni sektor pertanian 
karena luas lahan sawah yang terus menurun 
(Kementerian Pertanian, 2012). Meskipun luas 
lahan perkebunan sawit terus berkembang, 
namun rerata produktivitas yang dihasilkan masih 
dianggap rendah. Rerata produktivitas minyak 
sawit saat ini adalah 3,5 ton per ha, yaitu 40 persen 
lebih rendah daripada rerata produksi Malaysia 
sebesar 6,4 ton per ha (KPPU, 2007). Artinya, 
strategi pemerintah untuk memperluas lahan 
kelapa sawit tidak diimbangi dengan peningkatan 
produktivitasnya. Akibatnya kebutuhan akan 
konversi lahan merupakan cara singkat yang dipilih 
oleh pemerintah dibanding memaksa sektor swasta 
untuk meningkatkan produktivitas usahanya.
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Indonesia dengan Malaysia
Fungsi Hutan Luas % 
Hutan Konservasi 21.780.624,14  16,88 
Hutan Lindung 30.539.822,36  23,67 
Hutan Produksi Terbatas 27.967.604,50  21,68 
Hutan Produksi 30.810.790,34  23,88 
Hutan Produksi Dapat 
Dikonversi 
17.924.534,81  13,89 
Total Luas Hutan 129.023.378,15  100,00 
Area Penggunaan Lain 60.613.324,15  - 
Total Land Area 189.636.703,00 - 
Tabel 2.7 Luas Kawasan Hutan di Indonesia 
berdasarkan fungsi
Sumber : Ditjen Planologi Kementerian Kehutanan RI (2012)
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d. Kebijakan perencanaan yang pro 
deforestasi dan degradasi  
Kebijakan industri kehutanan, pertambangan 
dan perkebunan yang menargetkan perluasan 
area dan perijinan merefleksikan dukungan untuk 
melakukan deforestasi dan degradasi lahan. 
Berdasarkan tabel 3 di atas, telah dijelaskan bahwa 
kebijakan perencanaan dan kebijakan pertumbuhan 
telah mengedepankan perluasan area industri 
dibanding peningkatan produktivitas. Arah dan 
strategi seperti ini tentu akan meningkatkan jumlah 
alih fungsi hutan dan lahan untuk kepentingan 
industri. Alih fungsi tentunya menyebabkan 
timbulnya deforestasi dan degradasi. 
Perubahan peruntukan kawasan hutan 
mengakibatkan terjadinya deforestasi seluas 
11,6 juta Ha22. Penyebab utama terjadinya 
deforestasi tersebut masih dikeluarkannya kebijakan 
pemerintah di dalam pemberian izin pinjam pakai 
untuk survey eksplorasi tambang dan non tambang, 
pemberian izin pinjam pakai untuk produksi dan 
eksploitasi tambang, pemberian izin prinsip untuk 
tambang dan non tambang, pelepasan untuk 
pemukiman transmigrasi, pemberian izin prinsip 
pelepasan hutan untuk pemukiman, pelepasan hutan 
produksi menjadi lahan pertanian/ perkebunan dan 
pemberian izin prinsip pelepasan kawasan HPK 
menjadi lahan pertanian/ perkebunan.
22  Diolah dari Statistik Kehutanan 2011 yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan pada bulan Juli 2012
 
Perubahan Peruntukan Luas (ha) 
Izin Prinsip Pelepasan Kawasan HPK menjadi Pertanian/Perkebunan 1,012,779.40 
Pelepasan HP menjadi Pertanian/Perkebunan  5,775,400.23 
Izin Prinsip Pelepasan Hutan Untuk Pemukiman 606,451.75 
Pelepasan Hutan Untuk Pemukiman Transmigrasi 963,418.67 
Izin prinsip kawasan hutan untuk tambang dan non tambang 498,127.79 
Izin pinjam pakai kawasan untuk kegiatan produksi dan eksploitasi 
tambang 
359,849.77 
Izin pinjam pakai kawasan untuk survey eksplorasi tambang dan non 
tambang 
2,351,926.36 
TOTAL 11,567,953.97 
Tabel 2.8 Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan 2007 – 2012
Sumber : Statistik Kehutanan 2011; Diterbitkan oleh Kemenhut pada Juli 2012
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Jumlah kawasan hutan yang dipinjam pakai untuk aktifitas pertambangan meningkat secara signifikan. 
Pada tahun 2009 jumlah izin pinjam pakai kawasan hutan di seluruh wilayah propinsi di Indonesia sebesar 
85.014,43 Ha.23 Ironisnya pada tahun 2011 jumlah kawasan hutan yang dibebani izin pinjam pakai semakin 
bertambah menjadi sebesar 97.874,71 Ha. Setidaknya sekitar 13 ribu Ha izin pinjam pakai telah dikeluarkan 
pada periode 3 tahun tersebut. Terdapat pertumbuhan sebesar 12.860,28 Ha terhadap izin pinjam pakai ini 
yang diantaranya pasti diterbitkan pada masa setelah moratorium pada tahun 2011.
Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan telah mencapai 203.408,62 Ha selama empat tahun. 
Pemberian persetujuan prinsip baru dikeluarkan sebesar 248,21 Ha pada tahun 2007. Tetapi jumlah jumlah 
kawasan yang dibebani persetujuan prinsip tersebut terus dinaikkan seperti yang terlihat pada tahun 2008 
sebesar 38.165,55 Ha kemudian pada tahun 2009 sebesar 63.228,55 Ha, tahun 2010 seluas 60.073,6 Ha 
dan pada tahun 2011 seluas 41.940,92 Ha.24 
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Grafik 2.5 Tren Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan 2007-2011
Sumber : Statistik Kehutanan 2011 – Kementerian Kehutanan RI
e. Komitmen penurunan emisi karbon yang tidak diikuti dengan komitmen anggaran 
Target pemerintah untuk membiayai sendiri upaya penurunan emisi karbon hanya terpenuhi sekitar 50 
persennya saja. Program prioritas yang telah disusun oleh pemerintah untuk penurunan emisi karbon 
memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai baik dari pemerintah (APBN, APBD, BUMN, 
BUMD), lembaga internasional (hibah, trust fund dan skema lainnya) maupun sektor swasta untuk 
mengimplementasikan RAN GRK tersebut. Pemerintah telah menargetkan untuk pembiayaan RAN GRK 
dan RAD GRK sekitar  Rp412 triliun25 hingga tahun 2020. Oleh karenanya, diperlukan sekitar lebih dari 
Rp40 triliun per tahun untuk pembiayaan implementasi RAN GRK diatas sebagaimana digambarkan pada 
tabel berikut ini.  
23  Diolah dari Statistik Kehutanan 2011, yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan pada Juli 2012.
24  Diolah oleh Seknas FITRA berdasarkan rekapitulasi data Statistik Kehutanan 2011
25 Presentasi Deputi Bidang Perencanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional (BAPPENAS) pada tanggal 23 Oktober 2013 dalam Konferensi Pembiayaan Perubahan Iklim di Jakarta
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Tabel 2.9 Estimasi Kebutuhan Pendanaan Kegiatan RAN-GRK dan 
RAD GRK 2010-2020 (dalam Triliun Rupiah)
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Republik Indonesia
Level Pemerintah 2011 2012 Jumlah 
    
A.  Nasional  8,615,100  8,814,100  17,429,200  
    
B.  Daerah  9,636,240  12,767,248  22,403,488  
Kabupaten  3,932,842  5,223,747   
Kota  3,707,410  4,746,630   
Propinsi  1,995,988  2,796,871   
    
C. Total (A+B)   39,832,688  
Tabel 2.10 Perkembangan Belanja Fungsi Lingkungan (Juta Rupiah)
Sumber :  
Data Pokok APBN 2011-
2012 dan APBD Menurut 
Fungsi 2011-2012
Sementara itu, dari data kajian yang melihat 
komitmen pendanaan melalui alokasi APBN dan 
APBD tahun 2011 – 2012 menunjukkan bahwa 
alokasi yang telah diberikan adalah sebesar hampir 
Rp. 40 triliun selama 2 tahun. Sehingga alokasi per 
tahunnya hanya sekitar Rp. 20 triliun.  Sementara 
itu, realisasinya sampai tahun 2012 jika digabungkan 
antara alokasi APBN dan APBD diperkirakan baru 
mencapai 9,7 persen dari target yang ada. Dengan 
target pembiayaan yang rendah, maka diperkirakan 
target penurunan emisi karbon sebesar 26 persen 
pun akan sulit tercapai. Belum lagi ditingkat 
implementasi yang diperkirakan juga mengalami 
hambatan karena faktor koordinasi dan lainnya. 
Sementara itu, alokasi anggaran ditingkat daerah 
jauh lebih parah. Meskipun telah disediakan skema 
dana reboisasi sebagai upaya untuk pembiayaan 
reforestasi, namun penyerapannya sangat rendah. 
Faktor mekanisme penyerapan dana reboisasi 
dianggap sebagai sumber masalah. Hal berikutnya 
adalah alokasi daerah untuk membiayai fungsi 
lingkungan hidup sangat kecil. Bahkan program 
untuk pencegahan deforestasi dan degradasi hampir 
tidak ada. Alokasi untuk pengawasan kegiatan 
yang menjadi sumber peningkatan emisi juga 
terbatas26. Oleh karenanya, mengharapkan alokasi 
anggaran daerah untuk berkontribusi dalam upaya 
penurunan emisi nasional sulit diharapkan.
26  Seknas FITRA – The Asia Foundation (2013), Membongkar Harta Daerah: Kajian Analisis Anggaran 6 
Kabupaten dan 3 Propinsi di Indonesia dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan.
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BAGIAN 3
Politisasi dan Ketimpangan Distribusi dalam Kebijakan  
Anggaran Nasional Sektor Hutan dan Lahan
3.1 KONTRIBUSI SEKTOR HUTAN  
DAN LAHAN DALAM PENERIMAAN 
NEGARA 
Penerimaan Negara yang tercatat dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbagi 
dalam dua sumber yaitu Penerimaan Dalam 
Negeri dan Hibah. Pada Penerimaan Dalam 
Negeri bersumber dari Penerimaan Perpajakan 
dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 
Penerimaan dari perpajakan umumnya diperoleh 
dari pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak 
penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai 
(PPN) dan jenis pajak lainnya yang dikelola oleh 
pemerintah pusat. Sementara itu, penerimaan negara 
bukan pajak (PNBP) diperoleh dari penerimaan 
sumber daya alam melalui penerimaan iuran tetap 
dan royalty, bagian laba BUMN, badan layanan 
umum dan PNBP lainnya.
Penerimaan negara lebih didominasi oleh 
sektor Pajak. Sektor pajak mampu memberikan 
kontribusi sebesar lebih dari 70 persen terhadap 
penerimaan negara, sementara sisanya bersumber 
dari PNBP yakni dengan nilai rata-rata 27 persen 
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Diagram 3.1 Skema Penerimaan Negara 
berdasarkan Sumber
selama empat tahun terakhir. Sedangkan kontribusi 
dari hibah sangat tidak signifikan yakni di bawah 
0,5 persen. Pada tahun 2012, kontribusi dari sektor 
pajak ditargetkan meningkat mencapai hampir 80 
persen sementara dari PNBP menurun mendekati 
20 persen. 
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 Sumber :
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dan APBN Murni 2012
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Meskipun pertumbuhan riil peneriman negara 
sektor hutan dan lahan stagnan, namun 
pertumbuhan nominalnya terus meningkat.
Pertumbuhan penerimaan negara di sektor 
hutan dan lahan secara berturut-turut dari tahun 
2009–2011 stagnan pada 2,5 persen. Adapun 
pertumbuhan nominal meningkat dari Rp995 
triliun pada tahun 2011 menjadi Rp1.210 triliun 
pada tahun 2011. Pertumbuhan kontribusi sektor 
hutan dan lahan dalam skema pajak juga stagnan, 
tetapi Kontribusi hutan dan lahan terhadap PNBP 
mengalami kenaikan secara signifikan yaitu 5,4 
persen (2008) menjadi 8,5 persen (2011). Secara 
umum kontribusi yang berasal dari aktivitas hutan 
dan lahan terhadap penerimaan Negara sebesar 2,7 
persen. Dalam hal ini penerimaan perpajakan dari 
sektor hutan dan lahan sebesar rata-rata 0,9 persen 
sedangkan PNBP yang bersumber dari hutan dan 
lahan rerata 7,6 persen.
Jenis Penerimaan Tahun 
Nilai 
(Rp. Triliun) 
Hutan-lahan 
(Rp. Triliun) 
Persen 
Penerimaan Negara 2008  981,609  36,137  3.7%  
 2009  848,763  20,005  2.4%  
 2010  995,271  23,640  2.4%  
 2011  1,210,599  29,831  2.5%  
Perpajakan 2008  658,700  18,934  2.9%  
 2009  619,922  1,378  0.2%  
 2010  723,306  1,637  0.2%  
 2011  873,873  1,634  0.2%  
PNBP 2008  320,604  17,202  5.4%  
 2009  227,174  18,627  8.2%  
 2010  268,941  22,003  8.2%  
 2011  331,471  28,196  8.5%  
Tabel 3.1 Kontribusi hutan dan lahan terhadap setiap Jenis Penerimaan 
Sumber : LKPP 2009, LKPP 2010, LKPP 2011, APBN-P 2012; Diolah Seknas FITRA
Kecilnya kontribusi sektor hutan dan lahan dalam 
penerimaan negara tidak sebanding dengan 
kerusakan yang ditimbulkannya. Laju deforestasi 
dan degradasi yang mencapai 1,5 juta Ha per 
tahun27 tidak secara signifikan berkontribusi 
terhadap penerimaan negara yakni hanya 2,5 persen. 
Berbagai studi menemukan bahwa kontribusi yang 
rendah karena hilangnya penerimaan negara yang 
cukup tinggi dari sektor ini. Brown dan Stolle 
(2009) menunjukkan bahwa negara mengalam 
kerugian sebesar US $ 2-3 miliar per tahun akibat 
pembalakan illegal.28 Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) pada tahun 2010 juga menemukan bahwa 
ada kerugian negara akibat pembalakan illegal 
sebesar Rp83 miliar perhari atau Rp30,3 triliun 
per tahun.29 Article 33 juga menemukan bahwa 
salah satu aspek yang menyebabkan ekstraksi 
sumber daya hutan dan tambang belum mampu 
27  Data menurut Forest Watch Indonesia,2012, Potret Keadaan Hutan Indonesia. Periode yang diukur adalah sejak tahun 
2000 – 2010.
28 World Bank (2006), Sustaining Indonesia’s Forests: Strategy for the World Bank 2003 – 2006 dalam R. Wahyudi, 2013, 
Desain Riset: Studi Diagnostik Penyebab Kehilangan Negara dari Sistem Administrasi Koleksi PNBP Kehutanan dan 
Pertambangan, Article 33, Jakarta.
29 R. Wahyudi,2013, Desain Riset: Studi Diagnostik Penyebab Kehilangan Negara dari Sistem Administrasi Koleksi PNBP 
Kehutanan dan Pertambangan, Article 33, Jakarta.
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menangani masalah deforestasi dan degradasi hutan adalah pengelolaan keuangan publik yang lemah, 
terutama ditekankan pada administrasi pada administrasi koleksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 
Hal ini dapat dilihat dari 2 (dua) fakta yang ada. Pertama, kehilangan penerimaan negara dari sektor 
kehutanan dan pertambangan yang tinggi pada tahap koleksi PNBP. Kedua, sistem administrasi PNBP yang 
masih lemah.30
Kenaikan kontribusi pajak terhadap penerimaan negara tidak diikuti dengan laju rasio pajak terhadap 
PDB. Rata-rata perpajakan memberikan kontribusi sebesar 73 persen kepada penerimaan negara dalam 
empat tahun terakhir. Tetapi peningkatan pajak tersebut masih belum optimal bila dibandingkan dengan 
potensi yang dimiliki. Hal itu tercermin dari pertumbuhan rasio pajak terhadap PDB yang sangat lambat 
yaitu pada tahun 2010 sebesar 12 persen sedangkan pada tahun 2012 hanya tumbuh menjadi 12.7 persen. 
Artinya sampai saat ini tax ratio Indonesia masih lebih rendah dari rata-rata tax ratio Negara miskin. 
Seharusnya sebagai Negara dengan kategori pendapatan menengah – bawah proyeksi yang dibuat harus 
minimal menyamai Negara-negara sejajar lain seperti Malaysia dan Thailand yang sudah mampu mencapai 
kisaran 18-20 persen.
Kontribusi penerimaan perpajakan sektor hutan 
dan lahan bersumber dari perluasan lahan untuk 
perkebunan dan industri kehutanan. Sejak tahun 
2009 sumber terbesar perpajakan sektor hutan dan 
lahan berasal dari pajak bumi dan bangunan (PBB) 
Perkebunan dan PBB Kehutanan. Sedangkan 
pajak pertambahan nilai (PPn) Pertambangan 
baru memberikan tambahan pendapatan mulai 
tahun 2010 dan itupun dengan nilai cukup kecil 
dibandingkan tiga jenis lainnya. Di sisi yang lain, 
PBB perkebunan dan PBB kehutanan mengalami 
kenaikan sejak tahun 2009 sampai tahun 2011. 
Namun sebaliknya yang secara terus menerus 
mengalami penurunan adalah PBB Pertambangan. 
Kenaikan dua jenis PBB tersebut menunjukkan 
bahwa luasan lahan perkebunan dan luasan lahan 
untuk industri kehutanan terus bertambah, 
mengingat bahwa tarif dihitung dari jumlah luasan 
yang dipergunakan. 
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30  R. Wahyudi, ibid. 
27Analisis Kebijakan Perencanaan dan Anggaran Nasional 
terhadap Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia
63 persen PNBP berasal dari sektor hutan dan lahan. 
PNBP bersumber dari sektor hutan dan lahan 
diperoleh melalui bagian laba BUMN, PNBP lainnya 
dan Badan Layanan Umum. Penerimaan yang 
bersumber dari bagian laba BUMN sebesar rata-rata 
10 persen dan PNBP lainnya mencapai 21 persen. 
Dua jenis penerimaan ini setiap tahun mengalami 
penurunan. Sedangkan badan layanan umum hanya 
mampu berkontribusi sebesar 5 persen meskipun 
tren setiap tahunnya mengalami kenaikan. Dari 
analisis tahun 2009 – 2012, menunjukkan bahwa 63 
persen rerata PNBP diperoleh dari hutan dan lahan. 
Tren penerimaan hutan dan lahan ini sebenarnya 
mengalami penurunan dibandingkan tahun 2008 
yang nilainya sudah mencapai 70 persen. 
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Pertumbuhan PNBP dari sektor pertambangan 
umum lebih progresif dibanding sektor 
kehutanan. Meskipun menurun pada tahun 
2012, Pertumbuhan pendapatan dari sektor 
pertambangan umum mengalami kenaikan sejak 
2009-2011. Angka yang diperoleh pada tahun 
2012 masih belum memberikan kepastian, karena 
data yang dipakai bukan berdasarkan realisasi yang 
telah dilaporkan hingga tahun berakhir. Data yang 
dipakai hanya sampai APBN perubahan 2012 saja. 
Pertumbuhan paling signifikan terjadi sebesar 29 
persen (2010-2011) dan sebesar 22 persen (2009-
2010). Sedangkan pada tahun 2012 nilai tersebut 
mengalami penurunan sebesar minus 7 persen.  
Sementara itu, pertumbuhan PNBP sektor 
kehutanan sangat fluktuatif dan tidak terproyeksi 
secara terukur dan sistematis setiap tahunnya.
Dalam empat tahun terakhir pertumbuhan 
tertinggi terjadi sebesar 28 persen yaitu pada 2009 
dengan jumlah pendapatan yang diperoleh 
Rp2,3 triliun menjadi Rp3,0 triliun pada 
tahun 2010. Tetapi pertumbuhan 2010-2011 
hanya sebesar 7 persen yang pada akhirnya justru 
mengalami penurunan senilai minus 4 persen pada 
tahun 2011-2012. Fluktuasi penerimaan tersebut 
menunjukkan bahwa Kementerian Kehutanan 
tidak memiliki database yang memadai di dalam 
membuat target tahunannya.
Penurunan pertumbuhan PNBP pada kedua sektor 
tersebut sesungguhnya telah mengkonfirmasi 
beberapa temuan pada studi lain31 yang mengatakan 
bahwa telah terjadi potensi kekurangan penerimaan 
negara (state lost) dari sektor kehutanan yang 
bersumber dari PSDH dan DR serta sektor 
pertambangan yang bersumber dari iuran tetap 
maupun royalty. Terjadinya state lost merupakan 
proyeksi politik penerimaan yang disengaja karena 
pemerintah telah mengetahui potensi sesungguhnya 
lebih besar dari realisasi yang selama ini diperoleh 
setiap tahun. 
31  Barr,C.,  Darmawan,A., Purnomo,H., Komaruddin, H., Tata Kelola 
Keuangan dan Dana Reboisasi selama periode seoharto dan pasca 
soeharto 1989-2009, 2009, Cifor, Bogor.
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Penerimaan PNBP kehutanan terbesar diperoleh dari Dana Reboisasi yaitu senilai rata-rata 62 persen 
selama 2008-2011. Dalam hal PNBP yang diterima dari pendapatan kehutanan ini diperoleh dari empat 
sumber utama yaitu Dana Reboisasi (62 persen), PSDH (28 persen), IIUPH (4 persen) dan Penggunaan 
Kawasan Hutan (5 persen). Meskipun reboisasi menjadi sumber utama, tetapi pertumbuhannya tidak 
terukur dan tidak konsisten setiap tahunnya.
Sementara, pertumbuhan penerimaan PNBP SDA dari sektor pertambangan umum terus bertahan 
pada angka 98 persen per tahun. Penerimaan PNBP SDA sektor Pertambangan Umum bersumber dari 
iuran tetap (land rent) rerata 1,3 persen dan royalti rerata 98,7 persen. Sedangkan kenaikan nilai penerimaan 
iuran tetap menjadi bukti bahwa telah terjadi penambahan luasan areal pertambangan sejak tahun 2009 sampai 
tahun 2012. Komponen yang mengakibat penurunan tersebut berasal dari iuran tetap sebesar minus Rp102,2 miliar 
dan dari royalty sebesar minus Rp1,8 triliun.
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3.2 GAMBARAN UMUM BELANJA 
NEGARA DAN BELANJA SEKTOR 
HUTAN DAN LAHAN
Belanja negara menyerap anggaran sebesar 
Rp1.491,4 triliun pada tahun 2012. Angka 
tersebut secara nominal meningkat dari belanja 
pada tahun sebelumnya sebesar Rp1.295 triliun. 
Peningkatan nominal ini juga diikuti dengan 
pertumbuhan yang ada khususnya pada tahun 
2009 sampai tahun 2012. Laju pertumbuhan 
belanja Negara yang signifikan tersebut tidak 
mempertimbangkan potensi riil penerimaan Negara 
setiap tahun yang tidak pernah mampu mencukupi 
kebutuhan tersebut. Sayangnya besarnya design 
belanja Negara tersebut yang dialokasikan menjadi 
transfer ke daerah hanya berada pada kisaran angka 
30 persen sedangkan sisanya dikelola langsung 
oleh pemerintah pusat dengan tingkat akurasi 
ketepatan sasaran serta efisiensi yang layak untuk 
dipertanyakan.
Belanja pemerintah pusat tahun 2012 yang 
mencapai angka sebesar Rp1.010 triliun adalah 100 
persen lebih besar dibandingkan belanja pada tahun 
2007. Hal itu dipengaruhi oleh factor internal dan 
eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi 
pertumbuhan belanja pemerintah pusat adalah 
perkembangan berbagai indikator ekonomi 
makro seperti harga minyak mentah (ICP) yang 
mempengaruhi belanja subsidi, khususnya subsidi 
energi.  Sementara itu faktor internalnya adalah 
kenaikan gaji pegawai ataupun meningkatnya 
jumlah pegawai negeri yang disebabkan oleh 
bertambahnya jumlah lembaga non struktural.32
32  RAPBN Alternatif tahun 2013; Menuju Anggaran Konstitusional. 
Koalisi Masyarakat Sipil untuk APBN Kesejahteraan, Agustus 2012
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Belanja subsidi dan belanja pegawai menyerap 
alokasi terbesar belanja negara. Dalam periode 
2009–2012, belanja negara secara rata-rata terserap 
untuk subsidi sebesar 27 persen dan belanja 
pegawai sebesar 14,2 persen. Belanja subsidi 
menyangkut belanja untuk program subsidi atas 
harga bahan bakar minyak (BBM) yang nilainya 
semakin naik. 
Belanja untuk membayar bunga hutang 
dialokasikan hampir sama dengan belanja untuk 
pembangunan infrastruktur. Belanja modal 
dan belanja untuk pembayaran bunga hutang 
mendekati angka yang sama antara 12 – 14 persen. 
Belanja modal diperuntukkan untuk membiayai 
kegiatan untuk pembuatan dan perbaikan 
infrastruktur seperti jalan, jembatan, pasar dan 
lain-lain. Dengan angka yang seperti itu, maka 
sesungguhnya belanja untuk membayar hutang 
luar negeri sebanding dengan belanja untuk 
kepentingan infrastruktur. Ironis memang akan 
besarnya belanja untuk membayar hutang. 
Kotak 3.1 Belanja Subsidi di Indonesia 
Subsidi merupakan komponen belanja pemerintah 
yang mengalami kenaikan signifikan sebesar 151 
persen dalam kurun waktu enam tahun terakhir.
Selama tahun 2009-2012 realisasi belanja subsidi 
mengalami peningkatan sebesar Rp208 triliun 
atau tumbuh sekitar 151 persen. Dari sekitar 
Rp138 triliun pada tahun 2009 atau sekitar 22 
persen dari total belanja Negara pada tahun 2009, 
menjadi Rp346 triliun atau sekitar 34 persen 
tahun 2012.
Belanja subsidi tersebut terdiri dari subsidi 
energy dan subsidi non-energi, dimana subsidi 
energy menempati porsi terbesar. Subsidi BBM 
mengalami kenaikan sebesar Rp166,8 triliun atau 
sebesar 370 persen, dari sebesar Rp45 triliun pada 
tahun 2009 menjadi Rp211,8 triliun padas tahun 
2012. Sedangkan subsidi listrik juga mengalami 
kenaikan 91 persen yaitu dari sebesar Rp49,5 
triliun tahun 2009 menjadi Rp94,5 triliun pada 
tahun 2012. 
(Sumber: Seknas FITRA 2012)
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Berdasarkan fungsi, pelayanan umum menyerap 
alokasi belanja negara terbesar yakni sebesar 
63 persen. Sementara, pendidikan dialokasikan 
kurang dari  20 persen.33 Bidang ekonomi 
teralokasikan sebesar 10 persen dan kesehatan hanya 
2 persen. Orientasi belanja pemerintah pusat seperti 
ini memberikan penegasan bahwa sebagian besar 
belanja dikembalikan untuk kepentingan birokrasi. 
Fungsi pelayanan umum merupakan belanja yang 
diarahkan kepada peningkatan kapasitas aparatur, 
administrasi, keuangan dan dukungan manajemen 
pada kementerian dan lembaga negara. Biaya 
perjalanan dinas, pelatihan dan pembelian barang 
merupakan bagian dari belanja ini.
Belanja fungsi lingkungan hidup rata-rata hanya 
mendapatkan porsi 1 persen dari total belanja 
negara. Alokasi belanja fungsi lingkungan hidup 
pada 2010 hanya 0,94 persen dari total belanja 
pemerintah pusat. Sedangkan tahun 2011 alokasi 
alokasinya menjadi 1,05 persen dan tahun 2012 
sebesar 1,19 persen.
Belanja bantuan sosial naik dan peruntukannya 
bermasalah. Kementerian kehutanan mengalokasikan 
anggaran sebesar 100 miliar untuk belanja bantuan 
sosial ditahun 2012, jauh lebih besar dari anggaran 
tahun 2011 yang hanya 5 miliar. Dari penelusuran 
yang ada, meningkatnya belanja bantuan sosial 
diperuntukkan kepada fungsi pelayanan umum 
melalui Direktorat Jendral Daerah Aliran Sungai 
(DAS). Peruntukan ini bertentangan dengan 
Grafik 3.10 Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi (Rp Juta)
Sumber : LKPP 2009 – 2011 dan APBN 2012; Diolah Seknas FITRA
33  Angka ini lebih rendah dari ketentuan UUD yang mengamanatkan pemerintah 
untuk menyediakan alokasi belanja sektor pendidikan sebesar 20 persen. 
33Analisis Kebijakan Perencanaan dan Anggaran Nasional 
terhadap Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/
PMK.05/2012 tentang ketentuan pemberian 
bantuan sosial pada kementerian lembaga. 
Dalamketentuan PMK tersebut menyebutkan 
bahwa belanja bantuan sosial harus diberikan kepada 
masyarakat guna melindungi dari kemungkinan 
terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan 
ekonomi dan atau kesejahteraan masyarakat. 
Pemberian belanja bantuan sosial kepada instansi 
vertikal dalam hal ini Direktorat jendral DAS jelas 
melanggar ketentuan yang ada karena semestinya 
diberikan kepada masyarakat. 
Kebutuhan belanja negara tidak mampu 
dipenuhi oleh sektor pajak. Oleh karenanya, 
27 persen kebutuhan belanja negara ditopang 
dari PNBP. Penerimaan non pajak ini sangat 
tergantung dengan sumber yang diperoleh dari 
aktivitas pemanfaatan SDA dengan bermacam resiko 
yang ditimbulkan. Jika rasio penerimaan pajak 
pemerintah pusat ditetapkan minimal 14 persen 
terhadap PDB sebagaimana yang pernah diraih 
pada tahun 2003, akan memberi insentif kepada 
terjadinya moratorium eksploitasi SDA khususnya 
pertambangan. Sehingga pemenuhan energy 
nasional akan ditutup oleh produksi minyak dan 
gas (Migas), karena pertambangan umum selama 
ini hanya diorientasikan kepada aspek investasi dan 
ekspor. Kemampuan Penerimaan Dalam Negeri 
hanya mampu membiayai rata-rata 92 persen dari 
kebutuhan belanja negara. Terdapat selisih kurang 
rata-rata 8,5 persen selama tahun 2009-2012 yang 
mengakibatkan tingginya tingkat defisit serta 
kecenderungannya menjadi pemicu terbitnya hutang 
baru pemerintah. 
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Pemerintah kurang memiliki komitmen 
politik yang tinggi untuk penataan sektor 
kehutanan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
Berdasarkan sektor yang terkait dengan pengelolaan 
hutan dan lahan, kementerian Kehutanan dan 
Kementerian Lingkungan Hidup adalah dua 
sektor yang mendapatkan proporsi belanja terkecil. 
Kementerian kehutanan merupakan sektor 
yang memiliki tanggungjawab terbesar untuk 
merancang strategi tata kelola hutan dan lahan 
secara tepat dengan tujuan untuk mengendalikan 
laju deforestasi maupun mengendalikan laju 
eksploitasi lahan khususnya yang ada di dalam 
kawasan hutan. Kecilnya proporsi belanja yang 
dikelola kementerian tersebut bisa diakibatkan 
karena rumusan skenario perencanaan kementerian 
kehutanan tidak komprehensif atau karena secara 
umum tidak adanya komitmen politik pemerintah 
pusat di dalam mengendalikan kerusakan hutan 
secara menyeluruh.
Sebagai leading sector dalam upaya-upaya 
penanggulangan resiko ekologi, Kementerian 
lingkungan hidup mengalokasikan anggaran 
sebesar 635,8 Juta atau 72,31 persen  dari total 
belanja kementerian lingkungan hidup pada tahun 
2011 dan tahun 2012 naik menjadi 715 juta atau 
80,76 persen untuk melaksanakan program kegiatan 
yang berkaitan dengan fungsi lingkungan hidup. 
Hanya saja, isu hutan dan lahan belum menjadi 
perhatian yang serius dari kementerian Lingkungan 
Hidup. Sub Fungsi Konservasi sumberdaya alam 
mendapatkan alokasi kecil sebesar 150 juta atau 
23,73 persen dari total belanja fungsi lingkungan 
hidup dan tahun 2012 turun menjadi 112 juta atau 
15,65 persen dari total belanja fungsi lingkungan 
hidup.
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Meskipun prioritas kegiatan Kementerian 
Kehutanan dialokasikan paling besar untuk 
pencegahan deforestasi, namun capaian kinerjanya 
masih rendah. Kementerian Kehutanan tahun 
2012 mengalokasikan untuk pencegahan 
deforestasi sebesar 2,49 M atau 40,07 persen dari 
total belanja fungsi lingkungan hidup dan upaya 
rehabilitasi sebesar 2,26 M. Sedangkan tahun 
2011 alokasi terbesar dialokasikan untuk upaya 
rehabilitasi sebesar 2,68 M atau 44 persen dari total 
belanja fungsi lingkungan hidup. Dari sisi anggaran 
menunjukan tahun 2012 Kementerian kehutanan 
ingin lebih berkonsentrasi pada upaya pencegahan. 
Hal ini akan sangat baik jika upaya rehabilitasi 
yang dilakukan pada tahun sebelumnya berhasil 
dengan baik. Dalam penjelasan sebelumnya 
upaya rehabilitasi yang dilakukan tidak sebanding 
dengan besarnya luasan lahan kritis yang ada. 
Artinya, pertama, komitmen perencanaan yang 
tidak tercapai terkait dengan kebijakan anggaran 
yang kurang memadai khususnya dalam program 
rehabilitasi lahan dan kedua, pencegahan deforestasi 
masih banyak ditopang melalui kegiatan rehabilitasi 
bukan melalui kegiatan yang menyebabkankan 
tinggi deforestasi misalnya alih fungsi, pemberian 
ijin dan perluasan lahan perkebunan.
Studi ini belum menemukan benchmark yang 
menjelaskan biaya pemulihan lingkungan per Ha 
atau biaya pencegahan deforestasi dan degradasi per 
satuan yang mengakibatkan analisis belanja sektor 
hutan dan lahan kurang mendalam. 
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Grafik 3.13 Belanja Kementerian Lingkungan Hidup berdasarkan fungsi
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3.3 BELANJA TRANSFER KE DAERAH 
KURANG RESPONSIF TERHADAP 
PENGELOLAAN HUTAN DAN LAHAN 
Pendanaan untuk pengelolaan hutan dan lahan 
apabila dihubungkan dengan anggaran transfer 
pemerintah pusat ke daerah, dapat dikaitkan 
melalui dana transfer yang bersifat earmark/specific 
grant yaitu: 1). Dana Bagi Hasil (DBH) Kehutanan 
terdiri dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan 
(IIUPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 
dan Dana Reboisasi (DR); 2). Dana Alokasi Khusus 
(DAK) bidang Kehutanan, bidang Lingkungan 
Hidup dan bidang Pertanian.
Penurunan anggaran DBH Kehutanan 
pada tahun 2012 sebesar minus 9 persen 
mengindikasikan hilangnya penerimaan negara. 
Seluruh jenis belanja transfer ke daerah bidang 
kehutanan mengalami penurunan dengan nilai 
cukup signifikan baik IIUPH, PSDH maupun 
DR. Penurunan ini menunjukkan bahwa negara 
mengalami kerugian pada dua aspek yakni 
berkurangnya kawasan hutan atas perluasan 
kegiatan usaha kehutanan dan hilangnya potensi 
penerimaan negara. Artinya perluasan kegiatan 
usaha kehutanan sesungguhnya tidak memberi 
insentif yang signifikan terhadap penerimaan 
negara. Penelitian yang dilakukan oleh Article 33 
menunjukkan bahwa realisasi nilai PSDH dari kayu 
legal pada tahun 2009 dan 2010 rata-rata hanya 
sekitar 40 persen dari potensi seharusnya. Bila 
perhitungan PSDH ini diasumsi juga terjadi pada 
Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dan 
Dana Reboisasi (DR), dapat diperkirakan bahwa 
negara masih kehilangan penerimaan sebesar 
60 persen dari kayu legal.34
JENIS 2011 2012 
IIUPH 34.278.300.383  10.040.000.000  
PSDH    714.631.766.186     633.365.229.623  
DR    391.216.058.331     388.933.162.482  
JUMLAH    1.140.126.124.900     1.032.338.392.105  
Tabel 3.2 Dana Bagi Hasil Kehutanan 2011-2012
Sumber : Direktorat Jendral Perimbanga Keuangan, Kementerian Keuangan
34 Wahyudi, R dan Mumbunan, S, 2012, Encouraging Transparency of Forestry State Revenues. 
Policy Brief Article 33 Indonesia. 
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3.4 KONDISI PEMBIAYAAN NEGARA: 
KEBIJAKAN DEFISIT ANGGARAN 
DAN HUTANG BARU  
APBN setiap tahun mengalami defisit yang 
memicu timbulnya hutang baru bagi pemerintah. 
Jumlah penerimaan yang meningkat dianggap 
sebagai konsekuensi atas kenaikan belanja 
secara umum. Tetapi kenaikan belanja tersebut 
tidak terorientasi untuk menjawab persoalan 
fundamental terhadap isu strategis penanggulangan 
kemiskinan dan rehabilitasi kerusakan lingkungan 
akibat eksploitasi sumber daya alam serta jaminan 
sosial untuk perlindungan kesehatan masyarakat. 
Oleh karenanya, APBN setiap tahunnya selalu 
direncanakan mengalami defisit anggaran. 
Akibatnya, pemerintah memerlukan tambahan 
penerimaan agar program dan kegiatan bisa 
tertutupi. Strategi yang diambil oleh pemerintah 
untuk menutupi belanja yang lebih besar dari 
penerimaan adalah dengan skema hutang. Alih-alih 
untuk membiayai beban pelayanan masyarakat, 
pemerintah kurang berupaya untuk mengurangi 
belanja birokrasi yang bebannya lebih dari 
60 persen, misalnya dengan mengurangi belanja 
untuk perjalanan dinas. 
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Grafik 3.15 DAK Kehutanan, Lingkungan Hidup, Pertanian tahun 2011-2012
Sumber : DJPK Kementerian Keuangan RI, diolah Seknas FITRA
DAK sektor Kehutanan, Pertanian dan 
Lingkungan Hidup merupakan ruang intervensi 
pemerintah pusat tetapi selama ini hanya 
bersifat residual. Pada dasarnya tujuan DAK 
adalah membantu daerah tertentu untuk mendanai 
kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar 
masyarakat,dan untuk mendorong percepatan 
pembangunan daerah dan pencapaian sasaran 
prioritas nasional. Instrumen pendanaan melalui 
DAK ini sangat strategis bagi pemerintah untuk 
memperlakukan tiga sektor tersebut menjadi 
prioritas pembangunan di daerah. Tetapi 
kecilnya alokasi yang diberikan pemerintah pusat 
seperti yang tercermin pada tahun 2011 dan 
2012 mengindikasikan tidak adanya komitmen 
politik. Penyebaran DAK menjadi 19 bidang 
mengakibatkan sifat kekhususan alokasi ini telah 
hilang dan hanya bernuansa pemerataan berbasis 
pendekatan residual.
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Tingkat defisit anggaran mencapai rata-rata 
minus 8,2 persen serta mengalami kenaikan 
signifikan pada tahun 2010-2012. Bahkan pada 
periode 2012, defisit anggaran pemerintah pusat 
lebih dari minus10 persen yang artinya sekurang-
kurangnya pemerintah mengalami krisis keuangan 
sebesar Rp190 triliun. Kebijakan defisit anggaran 
mestinya bisa hindari oleh pemerintah mengingat 
beberapa kegiatan yang tidak efektif dalam kacamata 
publik sering dilakukan. Salah satunya adalah studi 
banding yang sering muncul dalam pemberitaan 
media. 
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Grafik 3.16 Pertumbuhan Defisit APBN
Sumber : LKPP 2009, LKPP 2010, LKPP 2011, APBN-P 2012; Diolah Seknas FITRA
35 Belanja perjalanan dinas Pemerintah Pusat selama empat tahun; Rp15,2 triliun (2009), 
Rp18,3 triliun (2010), Rp19,6 triliun (2011) dan Rp18 triliun (2012) Bersumber dari Buku: 
“RAPBN 2013 Rasa Pencitraan” yang diterbitkan Seknas FITRA bersama Koalisi Masyarakat 
Sipil untuk APBN Kesejahteraan. Oktober, 2012.
36 ibid
Hutang pemerintah dipergunakan untuk 
membiayai kebijakan terkait sector energi, 
infrastruktur dan kegiatan investasi. Pertumbuhan 
hutang pada tahun 2012 mencapai angka Rp221,7 
triliun atau mengalami peningkatan sebesar 40,5 
persen dibandingkan dengan nilai hutang tahun 
2011. Secara umum kebijakan penarikan hutang 
Temuan Seknas FITRA menunjukkan bahwa 
dalam tahun anggaran 2012, pemerintah dan DPR 
telah mengalokasikan biaya perjalanan dinas hingga 
mencapai nilai Rp23,9 triliun.35 Oleh karenanya, 
kebijakan defisit anggaran diduga sebagai kompromi 
politik antara eksekutif dan legislatif untuk tidak 
saling mengganggu kuota anggarannya. Bagi 
eksekutif, kebijakan defisit anggaran ini, membuka 
peluang untuk mengusulkan persetujuan hutang baru. 
baru yang dibuat pemerintah pemanfaatannya 
dikaitkan dengan pemenuhan policy matrix di bidang 
kegiatan untuk mencapai MDGs, climate change dan 
infrastruktur. Selain itu hutang juga dipergunakan 
untuk kegiatan di bidang energy dan investasi36.
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Grafik 3.17 Pertumbuhan rata-rata hutang 2009 – 2013 37 
Sumber :  diolah dari APBN tahun 2009-2012
37 Buku “RAPBN 2013 Rasa Pencitraan”; Seknas FITRA, Oktober 2012
38 M. Nasir, 2013, Utang Pemerintah : Peran dan Ancamannya terhadap APBN, Badan Kebijakan Fiskal, 
Kementerian Keuangan, diperoleh melalui www.fiskal.kemenkeu.go.id
39 Lihat pembahasan tentang penggunaan belanja perjalanan dinas baik oleh eksekutif maupun legislatif. 
Hutang yang semakin besar, mengancam 
deforestasi dan degradasi. Salah satu strategi yang 
bisa dipakai oleh pemerintah untuk menekan hutang 
adalah dengan mengeksplorasi PNBP non migas38 
yakni dari sektor PNBP kehutanan, pertambangan 
dan perkebunan. Meningkatkan PNBP non migas 
menjadi indikasi penting bahwa kebijakan ini akan 
memperluas lahan yang salah satunya diperoleh 
melalui alih fungsi lahan. Oleh karenanya, strategi 
ini tentunya akan mengancam meningkatnya laju 
deforestasi dan degradasi. Sementara strategi lainnya 
seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja 
negara menjadi pilihan yang kemungkinan besar 
ditolak oleh baik eksekutif dan legislatif.39 
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BAGIAN 4
Kesimpulan dan Rekomendasi
4.1 KESIMPULAN 
Komitmen pemerintah pemerintah Indonesia 
untuk menurunkan emisi karbon sebesar 
26 persen pada tahun 2020 tidak diikuti 
dengan kebijakan perencanaan yang konsiten. 
Akibatnya komitmen tersebut diindikasikan 
tidak akanbisa dicapai. Meskipun beberapa paket 
kebijakan perencanaan, kelembagaan serta sumber 
daya telah banyak diarahkan untuk implementasi 
penurunan emisi karbon, namun inisiatif tersebut 
menjadi kurang maksimal karena perencanaan 
yang dirumuskan kurang sejalan dengan tujuan 
komitmen yakni menurunkan emisi karbon. 
Penelitian ini mengindikasikan sejumlah temuan 
yang menggambarkan kebijakan perencanaan 
yang kurang sejalan dengan komitmen pemerintah 
untuk menurunkan emisi karbon antara lain: 
 Pertama, target penurunan emisi karbon yang 
telah diterjemahkan ke dalam RAN GRK dan 
RPJMN belum dipadukan dalam kebijakan 
perencanaan lainnya. Deforestasi dan degradasi 
sebagai penyumbang terbesar emisi karbon 
tidak secara eksplisit dijadikan target kinerja 
pemerintah. Penurunan deforestasi dan 
degradasi hanya dimaknai dengan pengendalian 
kasus kebakaran hutan. Persoalan deforestasi 
dan degradasi karena alih fungsi, penebangan 
dan korupsi tidak menjadi mainstream dalam 
dokumen perencanaan. Disisi yang lain, target 
kinerja pemerintah yang terkait dengan upaya 
penurunan emisi karbon dirumuskan dengan 
angka yang berbeda. RPJMN sebagai dokumen 
induk untuk rujukan pelaksanaan program, 
tidak dijadikan acuan untuk implementasi 
program dan target kinerja. Bahkan ada upaya 
untuk menurunkan target kinerja yang telah 
dirumuskan pada program rehabilitasi lahan 
kritis. 
 Di sisi yang lain, kebijakan perencanaan tidak 
berusaha menjawab masalah yang ada dengan 
sungguh-sungguh. Sebagai misal program 
rehabilitasi lahan kritis, mestinya menjadi 
tanggung jawab pemerintah untuk mengatasi 
lahan kritis seluas hampir 82 juta Ha. 
Pemerintah hanya merencanakan rehabilitasi 
sebesar 3 persen dalam waktu 5 tahun. Hal 
yang sama juga terjadi pada penyediaan wilayah 
kelola masyarakat melalui skema hutan desa, 
hutan kemasyarakatan berbeda. 
 Kedua, kebijakan perencanaan sesungghunya 
pro terhadap deforestasi dan degradasi. Dalam 
praktek yang ada, pemerintah masih menyetujui 
perubahan alih fungsi hutan yang berpotensi 
terhadap deforestasi seluas 11,6 juta Ha. Belum 
lagi jumlah kawasan hutan yang dipinjam pakai 
telah meningkat secara signifikan. Bahkan 
persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan 
telah mencapai lebih dari 200 ribu Ha selama 
empat tahun. 
 Kebijakan moratorium dianggap masih belum 
maksimal untuk mendukung upaya penurunan 
deforestasi dan degradasi. Selain hutan yang 
dilindungi hanya mencakup sekitar 30 persen 
dari hutan yang ada, moratorium juga gagal 
menghentikan pembukaan hutan. Pada periode 
kebijakan ini, hutan berkurang sebesar 4,3 
juta Ha. Ada dugaan bahwa praktek backdated 
dalam pemberian ijin menjadi siasat baru 
ketika moratorium diberlakukan sebagaimana 
telah dibuktikan dalam kasus pertambangan. 
Kebijakan moratorium juga kurang memberikan 
perhatian pada upaya penegakan hukum. 
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 Ketiga, capaian kinerja pemerintah sebagai 
upaya menurunkan emisi karbon lebih 
rendah dari yang direncanakan. Pemerintah 
merencanakan target untuk merehabilitasi 
lahan kritis seluas 2,5 juta hektar dalam waktu 
5 tahun hanya bisa tercapai sekitar 70 persennya 
saja yakni 1,6 juta Ha. Padahal penetapan target 
kinerja 2,5 juta Ha dianggap sebagai angka 
yang jauh dari kapasitas optimum. Dengan 
target kinerja yang ada, rehabilitasi lahan kritis 
akanmembutuhkan waktu 163 tahun. Kondisi 
ini jauh dari harapan dan komitmen pemerintah 
sendiri terhadap penurunan emisi karbon. Hal 
yang sama juga terjadi pada penyediaan akses 
masyarakat untuk ruang kelola hutan melalui 
skema HD, Hkm dan HTR yang masih jauh dari 
target yang ada dan cenderung diskriminatif. 
Proses pengusulan areal pencadangan untuk 
HD cenderung memakan waktu lebih dari 3 
tahun dan tidak transparan yang tidak sesuai 
dengan aturan kementerian kehutanan yang 
ada. Sementara itu realisasi penyediaan areal 
HKm, HD dan HTR masih dibawah target 
RPJMN. 
 Keempat, kebijakan pertumbuhan gagal 
menghasilkan skenario pembangunan yang 
hijau dan berkelanjutan atau green growth 
development. Kebijakan pertumbuhan telah 
meningkatkan konversi lahan hutan seluas 
9,4 juta Ha. Sementara, kebijakan pengembangan 
kelapa sawit dimaknai sebagai perluasan wilayah 
lahan dan bukan peningkatan produktivitas. 
Oleh karenanya, saat ini luas lahan sawit telah 
menggeser luas lahan pertanian. Ini bukan saja 
ancaman terhadap degradasi lahan tetapi juga 
mengancam struktur ekonomi negara di mana 
pertanian menjadi semakin terpuruk. 
 Kelima, Kebijakan perencanaan yang ada 
tidak disertai dengan kebijakan anggaran yang 
memadai. Target pemerintah untuk mebiayai 
sendiri penurunan emisi hanya terpenuhi 
sekitar 50 persen saja. Nampaknya sulit bagi 
pemerintah untuk menaikkan anggaran yang 
ada mengingat belanja wajib lainnya yang harus 
dipenuhi masih juga dibawah komitmen seperti 
alokasi anggaran pendidikan diamanatkan 
oleh UUD sebesar 20 persen belum tercapai. 
Demikian halnya dengan sektor kesehatan. 
 Sementara itu, alokasi anggaran ditingkat daerah 
jauh lebih parah. Meskipun telah disediakan 
skema dana reboisasi sebagai upaya untuk 
pembiayaan reforestasi, namun penyerapannya 
sangat rendah. Faktor mekanisme penyerapan 
dana reboisasi dianggap sebagai sumber 
masalah. Hal berikutnya adalah alokasi 
daerah untuk membiayai fungsi lingkungan 
hidup sangat kecil. Bahkan program untuk 
pencegahan deforestasi dan degradasi hampir 
tidak ada. Alokasi untuk pengawasan kegiatan 
yang menjadi sumber peningkatan emisi juga 
terbatas. Kewenangan kementerian kehutanan 
yang besar kurang mampu mengkonsolidasi 
tujuan penurunan emisi di tingkat daerah. 
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Orientasi kebijakan anggaran nasional kurang 
merespon upaya penurunan deforestasi dan 
degradasi. Justru sebaliknya, kebijakan anggaran 
mengancam peningkatan laju deforestasi dan 
degradasi. Akibatnya komitmen pemerintah untuk 
menurunkan emisi karbon hanyalah ilusi belaka. 
Kebijakan anggaran yang masih menggantungkan 
pada sektor hutan dan lahan pada aspek penerimaan 
tidak diikuti dengan alokasi belanja pencegahan 
dan pemulihan deforestasi dan degradasi yang 
memadai. Ancaman laju deforestasi dan degradasi 
menjadi nyata ketika pembiayaan negara yang 
menggantungkan kepada hutang juga menjadikan 
sektor hutan dan lahan sebagai penyelemat untuk 
menutup hutang pemerintah Indonesia. 
 Dalam hal penerimaan, kontribusi sektor 
hutan dan lahan terhadap penerimaan negara 
sangat kecil yakni sekitar 2,5 persen. Kecilnya 
kontribusi sektor hutan dan lahan tidak 
sebanding dengan kerusakan yang dihasilkan. 
Proyeksi yang rendah terhadap realisasi 
penerimaan serta pengelolaan keuangan publik 
yang lemah menyebabkan potensi kehilangan 
penerimaan negara. Disisi yang lain, penerimaan 
negara dari sektor hutan dan lahan bersumber 
pada perluasan lahan perkebunan dan industri 
kehutanan. Sementara sektor pertambangan 
memberikan kontribusi yang cukup besar dalam 
PNBP. 
 Dalam hal belanja negara, Orientasi kebijakan 
belanja negara masih diarahkan untuk 
kepentingan birokrasi dan kebijakan yang 
bermasalah.Sementara itu, belanja negara 
untuk pemulihan lingkungan dan penurunan 
deforestasi dan degradasi yang termanifestasi 
dalam belanja fungsi lingkungan hidup jauh 
lebih rendah dari belanja fungsi pertahanan, 
ketertiban dan keamanan. Belanja untuk fungsi 
lingkungan hidup hanya teralokasi 1 persen 
dari total belanja negara. Sementara, 63 persen 
teralokasi untuk kepentingan birokrasi yakni 
dalam fungsi pelayanan umum. Belanja subsidi 
dan pegawai menyerap alokasi belanja terbesar 
negara. DAK bidang kehutanan, pertanian 
dan lingkungan hidup sifat residual dan tidak 
berkelanjutan untuk membiayai kebutuhan 
belanja pemulihan lingkungan dan penurunan 
deforestasi dan degradasi. Belanja bantuan sosial 
oleh kementerian kehutanan peruntukannya 
bermasalah. Di sisi yang lain, tidak adanya 
benchmark yang menjelaskan biaya pemulihan 
lingkungan per Ha atau biaya pencegahan 
deforestasi dan degradasi per satuan tertentu 
menyulitkan analisis lebih lanjut. 
 Dalam hal pembiayaan, kebijakan defisit 
anggaran yang menghendaki hutang baru 
semakin mengancam peningkatan deforestasi 
dan degradasi. Peningkatan eksplorasi PNBP 
non migas sebagai strategi penanganan defisit 
anggaran dan hutang, jelas meningkatkan 
ancaman deforestasi dan degradasi.  
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4.2 REKOMENDASI  
Berdasarkan temuan diatas, penelitian ini bisa 
memberikan masukan kepada berbagai pihak yang 
terkait dalam upaya perbaikan kebijakan untuk 
pencapaian komitmen penurunan emisi yang 
lebih baik dan secara khusus membantu untuk 
menurunkan laju deforestasi dan degradasi. 
Bagi pemerintah pusat, penelitian ini 
merekomendasikan untuk:
1. Memperbaiki akuntabilitas kinerja pemerintah 
lebih terbuka dan maksimal untuk menjaga 
konsistensi tujuan pembangunan (melalui 
penurunan emisi dan laju deforestasi dan 
degradasi) dengan perencanaan kementerian 
atau lembaga. Cara ini bisa dilakukan melalui : 
•	 Perbaikan	 skema	 evaluasi	 Laporan	
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan 
(LAKIP) yang juga memasukkan pencapaian 
target RPJMN sebagai bagian dari progress 
pencapaian. LAKIP biasanya hanya merujuk 
pada dokumen rencana strategis atau rencana 
kerja. Sehingga komitmen yang dihasilkan 
melalui RPJMN tidak terpotret dalam skema 
evaluasinya. 
•	 Membuka	 kepada	 publik	 tentang	
perkembangan pencapaian pembangunan 
khususnya terkait upaya penurunan emisi, 
deforestasi dan degradasi. 
2. Memperkuat kebijakan moratorium untuk 
merespon kondisi sosial politik yang ada. 
Pemilu 2014 berpotensi untuk merubah 
skema komitmen dan inisiasi yang telah 
dibangun khususnya kebijakan moratorium. 
Kebijakan moratorium diyakni sebagai salah 
satu instrument yang dapat menghambat 
laju deforestasi dan degradasi. Mengingat 
kebijakan moratorium hanya berlaku sampai 
masa pemerintahan SBY berakhir dirasa masih 
banyak agenda yang tertunda. Atas situasi politik 
tersebut, penelitian ini merekomendasikan: 
•	 Peningkatkan	status	kebijakan	moratorium	dari	
instruksi presiden dengan kebijakan yang lebih 
kuat untuk menjamin keberlanjutan kebijakan 
ini hingga terjadi pergantian presiden. Skema 
peraturan presiden merupakan skema alternative 
yang memadai untuk saat ini. 
•	 Kebijakan	 moratorium	 hendaknya	 diperluas	
skemanya dengan pelibatan penegak hukum 
untuk pada kasus-kasus pelanggaran administrasi. 
3. Meningkatkan peran pemerintah daerah 
untuk mengatasi kondisi deforestasi dan 
degradasi yang masih belum membaik. 
Meskipun kewenangan pengelolaan hutan dan 
lahan masih besar di tingkat pusat, namun peran 
pemerintah daerah perlu diperkuat dalam upaya 
pencegahan dan penurunan laju deforestasi dan 
degradasi. Beberapa skema peningkatan peran 
pemerintah daerah adalah melalui: 
•	 Devolusi	 kewenangan	 ke	 daerah	 untuk	
implementasi dan optimalisasi target kinerja 
khususnya dalam hal akselerasi rehabilitasi lahan 
kritis dan aksesibilitas masyarakat dalam ruang 
kelola kehutanan dalam skema HD, HKm dan 
HTR. Meskipun cara ini belum teruji efektif 
dalam sektor pertambangan dan perkebunan, 
namun pada sektor lainnya seperti kesehatan dan 
pendidikan diakui telah meningkatkan inovasi 
daerah untuk memperbaiki layanan publik 
dan tentunya membantu pencapaian tujuan 
pembangunan Milenium. Oleh karenanya, 
kajian lebih dalam tentang hal ini perlu 
diperkuat dan dukungan yang memadai untuk 
mengakomodasi skema ini. Apa saja yang perlu 
didevolusi dan bagaimana caranya merupakan 
bagian penting yang perlu dikaji lebih dalam. 
•	 Skema	 devolusi	 kewenangan	 ke	 daerah	
hendaknya diikuti dengan kebijakan fiskal 
untuk memperkuat implementasi. 
•	 Percepatan	penatabatasan	kawasan	hutan	dalam	
rangka memberikan kepastian dan kekuatan 
hukum dalam kegiatan masyarakat. Selain itu, 
percepatan penatabatasan juga bisa membantu 
mempercepat proses pemberian izin HKm, 
HD, HTR. 
4. Memperbaikikebijakan fiskal dalam upaya 
mengerem laju deforestasi dan degradasi 
sebagai upaya menurunkan emisi karbon. 
Reformasi kebijakan fiskal dilakukan melalui: 
•	 Peningkatan	 target	kinerja	dalam	pencapaian	 tax	
rasio sebesar 14 persen terhadap GDP  
•	 Menaikkan	pajak	dan	 tarif	PNBP	 terhadap	 land	
based industries. Pajak dan tariff PNBP saat ini 
dianggap terlalu rendah sehingga motif untuk 
melakukan ekploitasi dan ekplorasi semakin besar. 
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•	 Merevisi	skema	bagi	hasil	pusat	daerah	terhadap	
UU 33/2004 (khususnya sektor kehutanan, 
tambang dan kebun) dengan memberikan 
komitmen yang memadai untuk alokasi belanja 
untuk penurunan deforestasi dan degradasi. 
•	 Merevisi	 kebijakan	 pengelolaan	 dana	 bagi	
hasil dana reboisasi (DBH DR) yang lebih 
memberikan ruang bagi daerah untuk 
mengembangkan skema inovasi dan penyerapan 
anggaran yang lebih baik. 
•	 Mengurangi	 target	 penerimaan	 negara	melalui	
perluasan lahan perkebunan dan industri 
kehutanan
5. Menginisiasi penyusunan “Pernyataan 
Anggaran yang pro lingkungan” khususnya 
sektor LULUCF atau yang biasa disebut 
environment budget statement.Pernyataan ini 
menjadi bagian dari dokumen APBN yang 
harus disiapkan oleh pemerintah sebelum 
APBN disahkan setiap tahunnya. Pernyataan 
yang dibuat harus didasarkan atas review yang 
dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten 
untuk menilai dampaknya terhadap lingkungan 
hidup, termasuk sinergi antara APBN dengan 
kebijakan-kebijakan kunci terkait perlindungan 
sumber daya alam.
Bagi masyarakat sipil, penelitian ini 
merekomendasikan untuk:
1. Memperluas kajian yang mengkaitkan kebijakan 
anggaran dengan pengelolaan hutan dan lahan 
baik di skala nasional maupun daerah sebagai 
upaya meningkatkan debat publik di isu 
ini. Kajian tentang benchmark pembiayaan 
pemulihan lingkungan dan penurunan 
deforestasi dan degradasi juga perlu ditindak 
lanjuti. Sementara kajian tentang kehilangan 
penerimaan negara dari sektor hutan dan lahan 
menjadi tetap perlu dikembangkan mengingat 
besarnya uang yang hilang. 
2. Kelompok masyarakat sipil yang bekerja pada isu 
kebijakan anggaran sebaiknya mengakselerasikan 
gerakan kelompok masyarakat sipil yang bekerja 
pada isu pengelolaan hutan dan lahan dalam 
rangka memperkuat gerakan masyarakat sipil di 
Indonesia yang lebih baik. 
3. Mendorong agar masyarakat sipil terlibat 
dalam proses penyusunan anggaran dan 
pengawasannya agar hak dan aspirasi masyarakat 
dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dalam 
merumuskan anggaran, termasuk aspirasi 
terhadap pelestarian sumber daya alam dan 
deforestasi.
45Analisis Kebijakan Perencanaan dan Anggaran Nasional 
terhadap Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia
Daftar Pustaka
Barr,C.,  Darmawan,A., Purnomo,H., Komaruddin, H., Tata Kelola Keuangan dan Dana Reboisasi 
selama periode seoharto dan pasca soeharto 1989-2009, 2009, CIFOR, Bogor.
Cahyat, A, 2005, Perubahan Perundang-undangan Desentralisasi. Governance Brief, Agustus No. 22, 
CIFOR, Bogor.
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 2011, Data dan Informasi Pemanfaatan Hutan tahun 2011, 
Kementerian Kehutanan, Jakarta.
Dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) 2011 – 2025, 
2011, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. 
Erani Yustika, A., Farhan, Y., Setiawan, D., Darmawan, R., Waidl, A., Sucipto, Y., Maulana, M,2012, 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Alternatif 2013,  Seknas FITRA, Indonesia.
Farhan, Yuna (dkk),Oktober 2012. RAPBN 2013 Rasa Pencitraan. Seknas FITRA, Jakarta
Fowler, M., Abbott, P., Akroyd, S., Channon, J., and Dodd, S, 2011, Forest Sector Public Expenditure 
Reviews: Review and guidance note, Program on Forests (PROFOR), Washington DC.
Herawati, Tuti, 2011, Hutan Tanaman Rakyat: Analisis Proses Perumusan Kebijakan dan Rancang 
Bangun Model Konseptual Kebijakan, IPB, Bogor
Hansen et al, 2013, High resolution Global Maps of 21 st Century Forest Cover Change, World 
Resource Institute, Indonesia
ICEL, Huma, Telapak, WRI, 2013, Potret Pelaksanaan Tata Kelola Hutan: Studi Mendalam di Propinsi 
Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat, Jakarta
Inpres No 10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola 
Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
Inpres No. 6 tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola 
Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Mei 2013
Indonesia Corruption Watch (ICW) ,Greenomics Indonesia., Pungutan Usaha Kayu: Evolusi terhadap 
perhitungan, pemungutan dan penggunaan pungutan usaha kayu Kertas kerja No. 07, Indonesia 
Corruption Watch (ICW) dan Greenomics Indonesia. Jakarta, Indonesia
Koalisi Masyarakat Sipil untuk APBN Kesejahteraan, Agustus 2012, RAPBN Alternatif tahun 2013: 
Menuju Anggaran Konstitusional, Jakarta 
Mumbunan, S dan Wahyudi, R. 2013,  Transparansi Penerimaan Negara Sektor Kehutanan. Jakarta: 
Article 33 Indonesia
Murdiyarso, D., Dewi, S., Lawrence, D. dan Seymour, F, 2011, Moratorium Hutan Indonesia: Batu 
Loncatan untuk Memperbaiki Tata Kelola Hutan. Working Paper 77. CIFOR, Bogor, Indonesia
Nasir,M., 2013, Utang Pemerintah:Peran dan Ancamannya terhadap APBN, Badan Kebijakan Fiskal, 
Kementerian Keuangan, diunduh melalui www.fiskal.kemenkeu.go.id
Prayitno, Hadi, 2012, Kualitas Kebijakan Anggaran Sektor Hutan dan Lahan: Antara potensi besar 
pendapatan dan orientasi belanja Negara. Presentasi dalam Kongres Rakyat Papua, Manokwari.
46 Analisis Kebijakan Perencanaan dan Anggaran Nasional 
terhadap Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia
Seknas Fitra, 2012, Analisis Anggaran Daerah : Studi terhadap APBD 2008-2011 di 20 kabupaten/kota di 4 propinsi, 
Seknas Fitra, Jakarta
Seknas Fitra., The Asia Foundation.,2013, Membongkar Harta Daerah:Kajian Analisis Anggaran 6 Kabupaten da 3 
Propinsi di Indonesia dalam pengelolaan Hutan dan Lahan, Seknas Fitra, Jakarta
Strategi Nasional REDD+, Juni 2012, Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ Indonesia, Jakarta, Indonesia
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014
Rahman, Yustisia,2013, Kerangka Acuan dan Studi Pelingkupan:Pengukuran Kondisi tata kelola pemerintahan yang 
baik di sector hutan dan lahan. ICEL dan Seknas FITRA, Jakarta
Statistik Kehutanan Indonesia 2011, Juli 2012, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta.
Steni, Bernadius. Desentralisasi, Koordinasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Pasca 
Otonomi Daerah. Diunduh dari www.huma.or.id pada tanggal 11 September 2013
The Asia Foundation, 2011, Study on the Political economy of land use, land use change and forestry at the local level 
in indonesia, The Asia Foundation, Jakarta
Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Perkebunan
Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pertambagan Mineral Dan Batu Bara.
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Wahyudi, R. 2013, Desain Riset:Studi diagnostik penyebab kehilangan negara dari sistem administrasi koleksi PNBP 
kehutanan dan pertambangan, article 33, jakarta
47Analisis Kebijakan Perencanaan dan Anggaran Nasional 
terhadap Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia

Seknas Fitra
MampangPrapatan IV
Jl. K No. 37
Jakarta 12710
Indonesia
Tel: +62 (21) 7947608
Fax: +62 (21) 7947608
www.seknasfitra.org
sekretariat@seknasfitra.org
The Asia Foundation
PO BOX 6793 JKSRB
Jakarta 12067
Indonesia 
Tel: +62 (21) 72788424
Fax: +62 (21) 7203123
www.asiafoundation.org
country.indonesia.general@asiafoundation.org
